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MOTTO 
 
 ُ هللَّا ىهلَص ِهللَّا ُلوُسَر هلَاق هلَاق ِدوُعْسَم ِنْب ِهللَّا ِدْبَع ْنَع ْنَم اَي ْن ُّدلا يِطْع ُي هلَجَو هزَع َهللَّا هنِإَو َمهلَسَو ِهْيَلَع
 هبَحَأ ْنَمِل هلاِإ َنْي  ِدلا يِطْع ُي َلاَو ُّبُِيُ َلا ْنَمَو ُّبُِيُ 
Artinya ; “ Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada yang disukai dan yang 
tidak disukai tetapi Allah tidak memberikan agama kecuali kepada yang 
disukainya.”  
(HR Ahmad dari Ibnu Mas’ud) 
 
 َرْسُعْلا ُمُكِب ُدِيُري َلا َو َرْسُيْلا ُمُكِب ُ هللَّا ُدي ُِري 
Artinya; “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.”  
(QS. Al-Baqarah: 185) 
 
“Istiqomah dalam berjuang” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 
 
 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
 
 
 
 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ََ  Fathah A A 
 َِ   Kasrah I I 
 َُ   Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2.  ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dhamah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ان بر Rabbana 
2. ل زن Nazzala 
 
6. KataSandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لج رلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
 
 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhużuna 
3.  ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإد ممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
 
 
 
 
9. PenulisanKata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
  نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 FIFI YULI ASTUTIK, NIM: 16.21.11.181 “PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA ALAM TAMBANG DITINJAU DARI FATWA MAJELIS 
ULAMA INDONESIA NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG 
PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN” (Studi Kasus di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul ). Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan sumber daya alam tambang di 
Kawasan Peruntukan Pertambangan Rakyat Kecamatan Semin dan Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Gunung Kidul khususnya di Desa Candirejo, Desa 
Karangsari, Desa Sambirejo dan Desa Tancep. Karena dilokasi tersebut banyak 
ditemukan titik lokasi pertambangan. Dan untuk mengetahui apakah aktivitas 
pertambangan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia Nomer 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. 
 Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi 
lapangan dengan sumber data primer dan sekunder yang berlokasi di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen Kabupaten 
Gunung Kidul. teknik pengumpulan data penelitian ini dengan  cara wawancara, 
observasi dan dokumentasi menggunakan teknik analisis data model Miles dan 
Huberman. 
 Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa lokasi pertambangan di 
Desa Candiejo Kecamatan Semin sejumlah 16 pemilik lahan sudah memegang 
Izin Pertambangan Rakyat akan tetapi delum ada upaya reklamasi, akan tetapi 
masih terdapat 40 pemilik lahan yang belum memiliki izin. Pertambangan di Desa 
Karangsari Kecamatan Semin secara keseluruhan sudah sesuai dengan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia Nomer 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah 
lingkungan. Dan aktivitas pertambangan di Desa Sambirejo dan Desa Tancep 
Kecamatan Ngawen masih ilegal dan membuat keresahan terhadap masyarakat. 
 Kata Kunci: Penambangan, Reklamasi, Dampak Pertambangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 FIFI YULI ASTUTIK, NIM: 16.21.11.181 “PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA ALAM TAMBANG DITINJAU DARI FATWA MAJELIS ULAMA 
INDONESIA NO. 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN 
RAMAH LINGKUNGAN” (Studi Kasus di Kawasan Peruntukan 
Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul ) Natural resources in Indonesia 
are very abundant, and in principle Islam does not forbid humans to use them. 
One of them is the natural resources of the mine which currently has many people 
who put aside the environmental aspects and many illegal mining locations are 
found that create unrest for the community around the mining site. 
 The purpose of this study was to determine the practice of mining natural 
resource management in the People's Mining Allocation Area in the Semin and 
Ngawen Districts in Gunung Kidul Regency, especially in Candirejo Village, 
Karangsari Village, Sambirejo Village and Tancep Village. Because of this 
location, many mining locations are found. And to find out whether mining 
activities are in accordance with the provisions of the Indonesian Ulema Council 
Fatwa Law 22 of 2011 concerning environmentally friendly mining. 
 This research method uses a qualitative type of field study with primary and 
secondary data sources located in the Mining Designation District of Semin 
District and Ngawen District of Gunung Kidul Regency. This research data 
collection techniques by interview, observation and documentation using Miles 
and Huberman model data analysis techniques. 
 From the results of this study it can be seen that the mining locations in 
Candiejo Village, Semin Subdistrict, as many as 16 landowners already hold 
People's Mining Permits, but there have been no reclamation efforts, but there are 
still 40 landowners who do not yet have a permit. Mining in Karangsari Village, 
Semin District as a whole is in accordance with the Indonesian Ulema Council 
Fatwa no. 22 of 2011 concerning environmentally friendly mining. And mining 
activities in Sambirejo Village and Tancep Village, Ngawen District are still 
illegal and cause unrest towards the community. 
 Key Word: mining licensing, reclamation, and mining impacts 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kekayaan alam Indonesia terkenal sangat melimpah. Namun melihat 
fakta yang ada, ternyata sumber daya alam yang demikian kaya itu tidak 
kunjung memberikan berkah bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam hal 
industri pertambangan. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber 
daya alam akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat 
manusia di muka bumi ini.1 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur 
secara umum mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam 
Indonesia, baik yang di atas bumi (tanah), air, dan terkandung di dalamnya 
sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Hal tersebut sebagaimana tercantum 
dalam BAB XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, 
khususnya dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.2 
 
1 Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alan dan Lingkungan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 1. 
2 Ahmad Redi,  Hukum Pertambangan, (Jakarta : Gramata Publishing,  2014), hlm  1. 
 
 
 
 
Dalam hal pertambangan mineral dan batubara, Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (UU KPP) 
mengatur bahwa dengan mempunyai Kuasa Pertambangan (KP), suatu badan 
hukum atau perseorangan berhak dan dapat melakukan pengusahaan berupa 
eksplorasi dan eksploitasi terhadap barang tambang. Bagi pemegang KP atau 
kontrak karya (KK) yang telah berhasil mengusahakan bahan galian tambang 
memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk memiliki bahan tambang yang 
telah diusahakannya.3 
Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti dari Undang-undang 
Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan 
maka sistem Kontrak Karya (Contract of Work) dan Kontrak Bagi Hasil 
(Production Sharing Contract) tidak berlaku lagi. Undang-undang Minerba 
mengatur usaha pertambangan di Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan 
(IUP). Namun izin tersebut telah memberikan kesempatan luas kepada badan 
usaha swasta dan individu atau perorangan untuk mengambil dan mengeruk 
barang tambang di seluruh wilayah pertambangan Indonesia.4 
Secara prinsip Islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan 
kekayaan alam yang telah Allah swt sediakan untuk manusia sebagaimana 
yang telah dimanifestasikan dalam QS. al-Hijr ayat 19-20: 
 
3 Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum  Islam dan Hukum 
Positif”, Jurnal Al-Mazahib, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2014, hlm. 392. 
4 Ibid.,  hlm. 388. 
 
 
 
 
 ٍنوُزْوَم ٍءْيَش  ِلُك ْنِم اَهيِف اَن ْ ت َب َْنأَو َيِساَوَر اَهيِف اَن ْ يَقَْلأَو اَهَنَْدَدَم َضْرَْلأاَو(١٩  ) اَهيِف ْمُكَل اَنْلَعَجَو
 َمَو َشِياَعَم َينِِقزَارِب ُهَل ْمُتْسَل ْن (٢٠)    
   “Dan Kami telah menghamparkan bumi, dan Kami menjadikan padanya 
gunung-gunung, serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut 
ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan, 
untuk keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan 
kamu pemberi rezekinya”.5 
 
 Akan tetapi dalam firman-Nya, Allah SWT melarang keras untuk 
berbuat kerusakan di bumi (Q.S. Al-A’raf : 56), termasuk di dalamnya adalah 
pertambangan : 
 ْف ُت َلاَو اًعَمَطَو ًافْوَخ ُهوُعْداَو اَهِحَلاْصِإ َدْع َب ِضْرَْلأا فِ اوُدِس  ۚ  هنِإ  َتَْحَْر  ِهللَّا  ِْيرَق  ب   ِم َن 
 َينِنِسْحُمْلا(٥٦)  
   “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya”.6 
 
Barang tambang pada masa sekarang memiliki urgensi yang sangat 
besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang telah 
menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, 
begitu juga permintaan dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. 
Sedangkan diantara karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya 
pada faktor probabilitas (kemungkinan). Maksudnya adalah bahwa upaya 
 
5 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2005), hlm. 209. 
6 Ibid., hlm. 125. 
 
 
 
 
pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengeksplorasian barang 
tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana 
pengeksplorasiannya. 7 
Dapat  dilihat dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang 
berhubungan atau berbasiskan penggunan lahan atau sumber daya alam selalu 
mengesampingkan aspek lingkungan. Lingkungan oleh sebagian kaum 
antroposentrisme dianggap sebagai obyek yang dikelola secara maksimal 
karena manusia dianggap mahluk yang paling tinggi derajatnya, sehingga 
tidak perduli apa yang terjadi kelak atau generasi selanjutnya. Begitupun isu 
lingkungan selalu menyeruak jika telah terjadi perusakan dan atau pencemaran 
atau kemudian ada korban atas suatu kegiatan usaha tersebut. Aspek preemtif 
atau pengawasan dalam proses perencanaan dan preventif atau pencegahan 
kerusakan selalu diabaikan untuk menghasilkan produk yang baik dan 
ekonomis dan cepat menghasilkan uang daripada aspek penanggulangan dan 
pemulihan sehingga bisa dipastikan kerusakan semakin meluas dan tidak 
terkendali. 8 
Efek dari aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya kerugian 
ekonomi tetapi juga menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan. Sebut saja 
meningkatnya eskalasi gesekan antara perusahan tambang dengan masyarakat, 
berubahanya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan yang 
terakhir yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah rusaknya dan tercemarnya 
 
7  Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang ...,  hlm. 391. 
8 Franky Butar Butar, “Penegakan Hukum Lingkungan Dibidang Pertambangan”, Yuridika, 
(Surabaya) Vol. 25 Nomor 2, 2010, hlm. 152. 
 
 
 
 
daerah sekitar tambang. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki kerusakan 
atau pencemaran tersebut, tapi masih dirasa kurang dan tidak menyentuh hal 
yang substantif.9 
Di Indonesia sendiri terdapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
menjadi wadah umat muslim Indonesia untuk menyampaikan pandangan 
Islam melalui fatwa MUI yang memberikan penjelasan hukum terahap praktik 
pertambangan. 
Ketentuan hukum Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang 
pertambangan ramah lingkungan, dalam poin 1 menetapkan bahwa suatu 
pertambangan boleh dijalankan apabila memperhatikan kepentingan 
kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. 
Dalam pelaksanaan pertambangan juga diatur dalam ketentuan hukum poin 2 
bahwa suatu pertambangan harus memenuhi beberapa persyaratan, 
diantaranya yaitu harus sesuai dengan perencanaan tataruang dan mekanisme 
perizinan, melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan 
kerusakan dan pencemaran lingkungan, harus dilakukan reklamasi, restorasi, 
dan rehabilitasi pasca tambang, dalam pemanfaatan hasil tambang mendukung 
ketahanan nasional serta memperhatikan tataguna lahan dan kedaulatan 
teritorial. Dalam poin 3 juga dijelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya alam 
tambang wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsada) antara lain 
menimbukan kerusakan ekosistem laut, menimbulkan kepunahan atas 
terganggunya keanekaragaman hayati, menyebabkan polusi udara dan 
 
9 Ibid. 
 
 
 
 
mempercepat pemanasan global, mendorong proses kemiskinan masyarakat 
serta mengancam kesehatan masyarakat. 10 
Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pertimbangan 
dalam menetapkan Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan yaitu, bahwa 
manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk 
memakmurkan bumi, selain itu tidak diperkenankan mengeksplorasi dan 
eksploitasi barang tambang yang merupakan karunia Allah SWT untuk 
kepentingan kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara 
berkelanjutan. Maka wajib hukumnya untuk menjaga kelestarian dan 
keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan 
(mufsadah). Oleh karena itu dengan adanya fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 
tentang pertambangan ramah lingkungan diharapkan menjadi pedoman oleh 
masyarakat.11  
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menetapkan Kawasan 
Peruntukan Penambangan (KPP) untuk mencegah adanya aktivitas 
penambangan liar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Diantaranya adalah 
Kawasan Peruntukan Penambangan Playen, Kawasan Peruntukan 
Penambangan Gedangsari, Kawasan Peruntukan Penambangan Patuk-Nglipar; 
Kawasan Peruntukan Penambangan Karangmojo-Nglipar-Wonosari, Kawasan 
 
10 Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah 
Lingkungan (dalam putusan). 
11 Deny Setyoko Wati, “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 
Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan: Studi Perspektif Usul Fikih”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. 
 
 
 
 
Peruntukan Penambangan Semin-Ngawen, Kawasan Peruntukan 
Penambangan Panggang, Kawasan Peruntukan Penambangan Tepus, Kawasan 
Peruntukan Penambangan Semanu, Kawasan Peruntukan Penambangan 
Ponjong-Semanu Selatan-Paliyan, dengan mayoritas tambang batu putih atau 
kapur. Di luar kawasan tersebut tidak boleh ada aktivitas pertambangan. 
Praktek pertambangan pada tiap Kawasan Peruntukan Penambangan sentranya 
hanya berada di beberapa tempat saja. Seperti Kawasan Peruntukan 
Penambangan Semin-Ngawen, wilayahnya Desa Candirejo dengan 
Karangsari. 12 
Penetapan lokasi tambang tersebut telah mengacu pada keputusan 
Menteri ESDM No : 3045 K/40/MEM/ 2014 tentang Penetapan Kawasan 
Bentang Alam Karst Gunung Sewu, di mana semua lokasi Kawasan 
Peruntukan Penambangan berada di luar wilayah karst yang dilindungi. Hal 
tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian kerusakan fungsi 
lingkungan pada ekosistem karst Kabupaten Gunungkidul dengan melakukan 
penataan dan penertiban kegiatan usaha pertambangan.13 
Mengidentifikasi ulang izin penambangan oleh pemerintah Kabupaten 
Gunung Kidul perlu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak 
diinginkan seperti adanya bencana alam ambrolnya bongkahan batu yang 
menelan korban jiwa di Desa Jentir, Sambirejo, Ngawen, Gunung Kidul. 
 
12 Agus Ismiyanto, “Baru Empat Perusahaan Miliki  Izin Pertambangan” dikutip dari 
https://jogja.tribunnews.com diakses 26 Oktober 2019, hlm. 1. 
13 Kandar,  Menengok Potensi Kawasan Pertambangan di GunungKidul, 2015, http://www. 
http://kabarhandayani.com,diakses pada hari Rabu, 10  April 2019  pada pukul 22.0 WIB 
 
 
 
 
Reklamasi harus direncanakan terhadap tanah bekas tambang batu kapur yang 
masih menyisakan batuan keras dan masif yang tidak bernilai tambang 
mengingat keseimbangan dan kemandirian masyarakat dalam rangka 
pengembangan ekonomi sehingga dapat diwujudkannya pembangunan yang 
berkelanjutan.14 
Dari latar belakang diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh 
tentang pengelolaan sumberdaya alam tambang ditinjau dari fatwa Majelis 
Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan 
studi kasus di kawasan peruntukan pertambangan Semin-Ngawen Gunung 
Kidul. 
Alasan penulis untuk memilih judul tersebut karena ingin mengetahui 
pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin Ngawen Gunung 
Kidul apakah seluruhnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-
undangan. Karena di beberapa lokasi tambang di Kawasan Peruntukan 
Pertambangan pernah terjadi kelongsoran dan belum mempunyai Izin 
Pertambangan Rakyat. 
 
 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
 
14 Bagus Kurniawan, “Izin Operasi Pengambilan Batu di Gunungkidul Perlu Dievaluasi” 
dikutip dari https://news.detik.com  diakses 26 Oktober 2019, hlm. 1. 
 
 
 
 
Dari beberapa permasalahan tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan 
masalah yang merupakan central pembahasan ini :  
1. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam tambang di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul ? 
2. Seperti apakah pertambangan yang ramah lingkungan ? 
3. Apakah pengelolaan sumber daya alam tambang di Kawasan Peruntukan 
Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul sudah sesuai dengan fatwa 
Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah 
lingkungan ?   
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disampaikan maka 
tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya alam tambang di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul. 
2. Untuk mengetahui kriteria pertambangan yang ramah lingkungan. 
3. Mengetahui pengelolaan sumberdaya alam tambang di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul sesuai atau tidak 
dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang 
pertambangan ramah lingkungan. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
 
 
 
1. Manfaat Teoritis 
Dari hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengelolaan 
sumberdaya alam khususnya dalam pertambangan di Kawasan Peruntukan 
Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul, apakah sudah sesuai dengan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan 
ramah lingkungan. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah 
pengetahuan dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah 
Sebagai bahan acuan untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan 
(IUP) dalam mengatur usaha pertambangan di Indonesia. 
b. Bagi Penambang 
Hasil dari penelitian pengelolaan sumber daya alam ini 
memberikan penjelasan bagi penambang mengenai pengelolaan 
sumberdaya alam tambang yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama 
Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah 
lingkungan. 
c. Bagi Penulis 
Peneliti dapat menganalisis pengelolaan sumberdaya alam tambang 
yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 
2011 tentang pertambangan ramah lingkungan, khususnya di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul. Serta 
 
 
 
 
peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai hukum 
pemanfaatan sumber daya alam khususnya dibidang pertambangan. 
 
E. Kerangka Teori 
Sebelum melangkah lebih jauh  membahas tentang tinjauan Fatwa 
MUI terhadap pengelolaan sumberdaya alam tambang, akan terlebih dahulu 
dijelaskan tentang sumberdaya alam pertambangan dan Fatwa MUI No. 22 
Tahun 2011 tentang pertambanagan ramah lingkungn.  
Sumber daya alam dalam pengertian umum didefenisikan sebagai 
suatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa 
sumber daya alam adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan 
barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.15 
Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara 
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 
serta kegiatan pasca tambang.16 Pertambangan adalah sebuah kebutuhan yang 
senantiasa kita lakukan dalam pemanfaatan dan melaksanakan peran kita di 
bumi ini sebagai pengelola alam.17 
 
15 Mugiati, “Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Al-
Jinayah, (Surabaya) Vol. 2 Nomor 2, 2016, hlm. 458. 
16  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
17  Andika Budiman, “ Buka-Bukaan Dunia Tambang”, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 
hlm. 143. 
 
 
 
 
Pemanfaatan sumber daya alam terikat dengan akidah, syariah, dan 
moral bersifat terbatas dan mandat ini, manusia didalam memanfaatkannya 
menjadi terikat oleh hukum pemberi mandat (Allah SWT). Ini dimaksudkan 
agar manusia tidak memperlakukan alam ini dengan sewenang-wenang 
dengan melakukan kerusakan alam dengan dalih apapun dan menumpuk hasil 
kekayaan alamnya serta memakan harta yang bukan haknya.18  
Pengelolaan pertambangan di Indonesia juga diatur dalam Fatwa MUI 
No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. Dalam fatwa 
tersebut memberikan ketentuan bahwa Pertambangan boleh dilakukan 
sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan 
kerusakan, dan ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan harus dilakukan 
sesuai persyaratan atau aturan yang sudah ditentukan, jika persyaratan atau 
tperaturan tersebut tidak dipenuhi serta tidak mendatangkan kesejahteraan 
bagi masyarakat maka hukumnya haram.19 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang 
menghimpun para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk 
menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam 
mewujudkan cita-cita bersama. Lembaga ini berdiri pada dengan 26 Juli 1975 
di Jakarta. 20 
 
18 Nurochman As-Sayyidi, “Pendidikan Ekologi Perspektif Islam”, Jurnal Hikmatuna, 
(Pekalongan) Vol. 2 No. 2, 2016, hlm. 194-195. 
19 Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah 
Lingkungan (dalam putusan). 
20 Amran Saudi dan Mardi Candra, “Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana 
Serta Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 148-149. 
 
 
 
 
Salah satu peran MUI dalam perikehidupan bernegara di Indonesia 
adalah sebagai pemberi fatwa/ mufti (تيفلما) atas berbagai persoalan umat 
kontemporer. Perlu diketahui bersama bahwa MUI bukanlah satu-satunya 
lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan/otoritas untuk berijtihad atau 
mengeluarkan fatwa. Sehingga sering dijumpai beberapa fatwa dari lembaga 
organisasi Islam lainnya berbeda atau tidak sependapat dengan MUI. Fatwa 
MUI tidak mengikat (mengharuskan) umat Islam Indonesia untuk 
mengikutinya.21 
Kata fatwa menjadi istilah yang populer, dari kata kerja ifta (ىتفلا), 
yang berarti memberikan penjelasan hukum atau keputusan. Oleh karena itu, 
fatwa secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu jawaban atas suatu 
kejadian berdasarkan permintaan seseorang atau kelompok. Dalam tradisi 
pemikiran hukum Islam, fatwa merupakan salah satu produk hukum selain 
fikih, dan qanun (peraturan perundang-undangan). 22 
Kegiatan memberi fatwa sesungguhnya merupakan proses penggalian 
hukum melalui metode ijtidhad, sehingga sebuah fatwa yang dihasilkan oleh 
suatu lembaga pada hakikatnya harus dipandang sebagai hasil ijtihad kolektif 
jama’i    )يعامج( . Pada dasarnya fatwa ini dihasilkan melalui diskusi yang 
terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Fatwa murni sebagai 
 
21  Ibid. 
22  Imron Rosyadi, “Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah”, (Bandung: Kencana, 
2017), hlm. 31. 
 
 
 
 
jawaban hukum atas kebutuhan umat, terbebas dari berbagai kepentingan, 
sehingga hasilnya benar-benar menjadi dambaan umat.23 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengamatan penulis, dari hasil telaah pustaka yang dilakukan, 
penulis belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang 
tema pengelolaan sumber daya alam tambang studi kasus di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul ditinjau dari fatwa 
Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah 
lingkungan. 
Memang sudah ada karya-karya yang berkaitan dengan pengelolaan 
barang tambang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang MINERBA. 
Akan tetapi karya tulis yang membahas secara spesifik tentang pengelolaan 
sumber daya alam tambang studi kasus di Kawasan Peruntukan 
Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul ditinjau dari Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah 
lingkungan sama sekali belum ada dan sepanjang penelusuran dibeberapa 
perpustakan belum ditemukan oleh penulis. 
Karya tulis dalam bentuk skripsi yang penulis temukan, antara lain 
yaitu skripsi saudara Tasbi Husin yang membahas tentang bagaimana praktek 
pertambangan dan pengaruh terhadap lingkungan hidup di Kecamataan Kluet 
Tengah, dan bagaimana tinjauan Fiqh lingkungan terhadap pengelolaan 
 
23  Ibid. 
 
 
 
 
pertambangan di Kluet Tengah.24 Dalam skripsi tersebut  membahas 
mengenai penyalahgunaan dalam pemanfaatan sumberdaya alam berlebihan 
yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ditinjau dari fiqh 
lingkungan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas pengelolaan 
sumberdaya alam tambang ditinjau dari fatwa MUI. 
Deny Setyoko Wati dalam skripsinya berisi keputusan Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah 
lingkungan studi perspektif Usul Fiqh. Skripsi ini ini menganalisis sumber 
hukum yang digunakan MUI dalam memutuskan fatwa MUI No. 22 Tahun 
2011 tentang pertambangan ramah lingkungan.25 Berbeda dalam skripsi ini 
menganalisis pengelolaan sumberdaya alam tambang di Kawasan Peruntukan 
Penambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul sesuai atau tidak dengan fatwa 
MUI No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. 
Abdul Aziz dalam skripsinya yang membahas tentang liberalisasi 
pengelolaan migas studi kritis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang minyak dan gas bumi dalam persfektif hukum Islam. Skripsi ini 
menganalisis kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang menyangkut 
 
24  Tasbi Husin, “Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan 
Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah: Studi Analisis Fiqh Lingkungan”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, Banda Aceh, 2017. 
25  Deny Setyoko Wati, “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 
Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan: Studi Perspektif Usul Fikih”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. 
 
 
 
 
tentang penanaman modal pada sektor minyak dan gas bumi.26 Berbeda 
dengan penelitian ini yang menganasilis mengenai pengelolaan sumberdaya 
alam tambang yang ada di Kawasan Peruntukan pertambangan kecamatan 
Semin dan Kecamatan Ngawen apakah sudah sesuai dengan Fatwa MUI No. 
22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. 
 Ada juga jurnal Al-Mazahib yang berjudul “Pengelolaan Barang 
Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Anwar 
Habibi Siregar.27 Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya 
UU No. 4 Tahun 2009 yang memberikan izin usaha pertambangan kepada 
pihak swasta atau perorangan  mengakibatkan eksploitasi barang 
pertambangan yang berlebihan yang bertentangan dengan hukum Islam 
bahwasanya pertambangan seyogyanya dikelola sepenuhnya oleh Negara 
untuk kepentingan rakyat. Pada penelitian ini berbeda dengan jurnal tersebut 
karena langsung terfokus pada fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 
2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. 
 
G. Metode Penelitian 
Penulisan karya ilmiah, khususnya skripsi pasti menggunakan metode. 
Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument penting dalam 
 
26  Abdul Aziz, “Liberalisasi Pengelolaan Migas: Studi Kritis Terdahap Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Perpektif Hukum Islam ”, Skripsi, 
tidak diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta, Surakarta, 2013. 
27  Anwar Habibi Siregar, “Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum  Islam dan Hukum 
Positif”, Jurnal Al-Mazahib, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 2, 2014. 
 
 
 
 
bertindak, agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga 
menghasilkan hasil yang maksimal  dalam penulisan skripsi ini penulis 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif studi lapangan. 
Penelitian lapangan berlangsung di masyarakat/lapangan.28  Merujuk 
pada penelitian yang sistematis terhadap situasi dan perubahan sosial, 
mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tertentu dalam suatu cara 
yang sistematis tanpa mengikuti format yang telah ditentukan 
sebelumnya.29 Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka juga 
diperlukan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian 
dan/atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, 
memperdalam kajian teoritas atau mempertajam metodolagi.30 
Sebelum penulis meneliti pengelolaan sumberdaya alam tambang 
di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul, 
penelusuran pustaka baik dari literatur buku atau hasil penelitian 
diperlukan penulis untuk menyiapkan  kerangka penelitian dan atau 
proposal. 
 
 
28  Kris H. Timotius, “Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Menejemen 
Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm.13. 
29  Brita Makkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, (Jakarta: 
Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 6. 
30  Mestika Zed, “Metode Penelitian Kepustakaan”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2008), hlm.1. 
 
 
 
 
2. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang langsung 
diperoleh dari sumber data pertama lokasi penelitian atau objek 
penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 
atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.31 
Penulis mencari data primer dengan wawancara dan observasi. 
Penulis akan mewawancarai beberapa narasumber yang mengetahui 
seluk beluk pertambangan batu putih di Kawasan Peruntukan 
Penambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul. Narasumber yang  penulis 
wawancarai antara lain penambang batu di Jentir, sopir truk yang 
mengangkut hasil tambang di Kawasan Peruntukan Penambangan Semin-
Ngawen, Kepala Desa Candirejo, dan warga sekitar pertambangan di 
Kawasan Peruntukan Penambangan Semin-Ngawen radius 500 meter 
dari pertambangan kurang lebih 10 orang, dan mandor tambang. 
Observasi akan difokuskan penulis di Kawasan Peruntukan 
Penambangan yang pernah terjadi bencana longsor, Kawasan Peruntukan 
Penambangan yang sudah mengantongi izin resmi dan yang sudah 
mengembangkan reklamasi pasca tambang. Penulis akan mengamati, 
mencermati dan mencatat secara sistematis unsur-unsur yang tampak di 
daerah tersebut. 
 
31 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 
Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,(Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 132. 
 
 
 
 
 
Data sekunder akan dicari penulis dengan melihat data-data dari 
Kawasan Peruntukan Penambangan gunung kidul, data perizinan 
pertambangan di Kabupaten Gunung Kidul, hasil penelitian terdahulu 
dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian. 
3. Lokasi dan waktu penelitian 
Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian beberapa 
pertambangan batu putih di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin 
dan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul. Pengambilan lokasi tersebut 
dengan alasan kecamatan Semin dan kecamatan Ngawen Kabupaten 
Gunung Kidul merupakan salah satu daerah yang mendapat perizinan 
Kawasan Peruntukan Kabupaten (KPP). Terdapat beberapa titik lokasi di 
Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Gunung Kidul, baik yang 
sudah mendapat izin resmi maupun ilegal. 
Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 
2019 sampai dengan bulan November 2019. 
4. Teknik pengumpulan data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab 
langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber 
atau sumber data. 32 Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 
dengan mandor tambang, pekerja tambang dan warga sekitar 
 
32  Suryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang 
Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 183. 
 
 
 
 
pertambangan radius 500 meter. Observasi adalah teknik pengumpulan 
data dengan cara menggamati dan mencatat secara sistematik unsur-
unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian. Dokumentasi adalah 
teknik pengumpulan data dengan cara mencari bukti-bukti dari sumber 
nonmanusia terkait dengan objek yang diteliti yang berupa tulisan, 
gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 33 
5. Teknik analisis data 
Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan model Miles dan 
Huberman. Dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 
Analisis dimulai sejak dirumuskan, dan menjelaskan masalah sebelum 
terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 
penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih 
difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data. 
Analisa selama di lapangan model Miles dan Huberman dalam 
penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung 
dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti 
sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 
jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, 
maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, 
diperoleh data yang dianggap kredibel. Teori Miles dan Huberman 
mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
 
33  Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: 
Suaka Media, 2015), Hlm. 88. 
 
 
 
 
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 
sehingga datanya jenuh.34 
   Aktivitas dalam analisis data yaitu: 
a. Reduksi Data 
Dalam mereduksi data untuk memilih data yang cocok, peneliti 
akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari 
peneliti kualitatif adalah pada temuan kesesuaian pengelolaan 
sumberdaya alam tambang dengan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 
tentang pertambangan ramah lingkungan. Oleh karena itu, dalam 
penelitian jika menemukan segala sesuaitu yang dipandang asing, 
tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang dijadikan 
perhatian dalam melakukan reduksi data. 
b. Penyajian Data 
Setelah direduksi selanjutnya didisplaykan data dalam 
penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk 
uraikan singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering 
digunakan untuk menyajikan data penelitisn bersifat naratif. Nantinya 
penulis akan menguraikan, menjelaskan pengelolaan tambang di 
Kawasan Peruntukan Penambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
 
34 Nurdinah Hnifah, Memahami Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasinya, 
(Bandung: UPI Press, 2014), hlm. 76.   
 
 
 
 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 
dan akan berubah bila tidak ditemukan masih bersifat sementara, dan 
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-
bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke kesimpulan 
yang kredibel. 
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 
mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 
awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 
bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 
masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 
berada di lapangan.35 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka 
penulis membagi skripsi ke dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari 
sub-sub bab secara lengkap. Penulis dapat menggambarkan sebagai berikut: 
BAB 1 merupakan pendahuluan, yaitu mendiskripsikan pokok 
permasalahan yang akan dikembangkan dalam penulisan skripsi, dalam bab 
ini diuraikan tentang latar belakang masalah, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian. 
 
35  Muh Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas 
dan Studi Kasus, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 85-86. 
 
 
 
 
BAB II penulis menjelaskan lebih luas dari  kerangka teori yang baru 
dijelaskan dasar-dasarnya. Yaitu menjelaskan lebih jauh mengenai 
sumberdaya alam, pertambangan, hukum pengelolaan sumber daya alam 
ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pertambangan ramah 
lingkungan. 
BAB III diuraikan data-data pokok dari studi kasus di lapangan. Yaitu 
data-data hasil penelitian di lapangan mengenai pengelolaan sumberdaya 
alam tambang batu putih di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-
Ngawen Gunung Kidul. 
BAB IV dalam bab ini penulis menjelaskan tentang analisa terhahap 
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penyusun menjelaskan analisa 
pengelolaan sumberdaya alam tambang di Kawasan Peruntukan 
Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul apakah sudah sesuai ataukah 
ada penyelewengan jika ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 
Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. 
BAB V berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran 
terhadap permasalahan pengelolaan sumberdaya alam tambang ditinjau dari 
fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan studi 
kasus di Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul. 
 
BAB II 
 
TEORI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG 
 RAMAH LINGKUNGAN 
 
A. Sumber Daya Alam 
 
 
 
 
1. Pengertian Sumber Daya Alam 
Sumber daya (resurces) dapat diartikan sebagai segala sumber 
yang tersedia dan potensial untuk dapat didayagunakan, baik sebagai 
cadangan maupun yang baru. Sumber daya alam (natural resources) 
adalah semua unsur tata lingkungan biosifik yang dengan nyata atau 
potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan kata lain 
sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia di 
alam yang dapat dipakai atau dapat didayagunakan untuk memenuhi 
segala kepentingan hidup manusia. Sumber daya alam juga dapat 
diartikan sebagai  suatu atribut atau unsur dari lingkungan, yang menurut 
anggapan manusia mempunyai nilai dalam jangka waktu tertentu oleh 
keadaan sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan. 36 
Sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai 
nilai didalam kondisi dimana ditemukannya. Sumber daya alam dan 
energi bisa meliputi semua yang terdapat di bumi baik yang hidup 
maupun benda mati, berguna bagi manusia, terbatas jumlahnya dan 
 
 36  Baso Madiong, Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan 
Hutan Berkelanjutan, (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 25. 
 
 
 
 
 penguasaannya memenuhi kriteria teknologi, ekonomi, sosial dan 
lingkungan. 37 
Sumber daya alam adalah suatu konsep yang dinamis, sehingga ada 
kemungkinan bahwa perubahan dalam informasi, teknologi dan relatif 
kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula diangap tidak 
berguna menjadi berguna dan bernilai.38 
Sumber daya alam dalam pengertian umum didefenisikan sebagai 
suatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan 
bahwa sumber daya alam adalah komponen dari ekosistem yang 
menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.39 
 
2. Macam-macam Sumber Daya Alam 
UU No. 25/1999 mengatur berbagai pendayagunaan SDA melalui 
pembagian langsung, dengan proporsi yang berbeda-beda tergantung jenis 
SDA-nya, baik pusat maupun daerah.40 Berikut ini akan disajikan 
beberapa penggolongan sumber daya alam berdasarkan pada sifat, potensi 
dan jenis. 41 
 
 
 37  Baso Madiong, Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan 
Hutan Berkelanjutan, (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 25. 
38  Ibid. 
39  Mugiati, “Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Al 
Jinayah, (Surabaya) Vol. 2 Nomor 2, 2016, hlm. 458. 
40 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: Gramedia Widiasarana 
Indonesia, 2005), hlm. 292. 
41 Wahyunindyawati dan Dyanasari, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 
(Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 2-3. 
 
 
 
 
a. Sifat 
Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3, yaitu42: 
1) Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable) 
Renewable resources adalah sumber daya yang dapat diisi 
kembali secara ilmiah, contohnya sinar matahari, udara, angin, dan 
lain-lain yang mempunyai sifat “tersedia” secara kotinyu dan 
jumlahnya berlebih dari kebutuhan dan konsumsi manusia. 43 
2) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable)  
Non-renewable resources merupakan sumber daya yang 
tidak terbentuk kembali di alam dan jikalau terbentuk, hal ini 
memerlukan proses yang cukup lama, contohnya: bahan 
tambang/mineral dan minyak bumi. Hal ini karena terbentuk 
bahan tersebut memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Beberapa 
bahan yang non renewable ada yang jumlahnya cenderung 
menurun meski tanpa campur tangan manusia, contohnya: elemen 
radio aktif seperti uranium, yang demikian, jika sudah terbentuk 
menjadi padat/metal, maka dapat digunakan kembali (re-us) 
dengan proses recyling, kecuali batubara dan minyak bumi tidak 
dapat di-recyling.44 
 
 
 
42 Wahyunindyawati dan Dyanasari, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 
(Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 2-3. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
 
 
 
 
3) Sumber daya alam yang tidak pernah habis (perpetual resources) 
Sumber daya yang tidak habis merupakan sumber daya 
alam berupa udara, matahari, energi pasang surut, energi laut dan 
air dalam siklus hidrologi. 45 
b. Potensi 
1) Sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang 
dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya batu, besi, emas, 
kayu, serat kapas, kaca dll. 
2) Sumber daya alam energy, merupakan sumber daya alam yang 
dimanfaatkan sebagai sumber energy. Misalnya, minyak bumi, gas 
bumi, batu bara, air terjun, dll. 
3) Sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang 
berupa ruang atau tempat hidup, misalnya daratan, dan angkasa. 46 
c. Jenis 
1) Non Hayati (abiotic) disebut juga sebagai sumber daya alam fisik. 
Misalnya bahan tambang, tanah, air dll. 
2) Hayati (biotik) disebut juga sebagai sumber daya alam berupa 
makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dll.47 
 
 
 
 
45 Amanah Aida Qur’an, “Sumber Daya Alam dalam Pembangunan Berkelanjutan 
Perspektif Islam”, Jurnal El Jizya , (Purwokerto) Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 5. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
 
 
 
 
3. Landasan Hukum Sumber Daya Alam 
Undang-Undang yang meletakan ketentuan-ketentuan pokok 
untuk menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup diantaranya48 : 
a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). 
b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPLH). 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Butir 
13 dijelaskan bahwa pengertian pembangunan berwawasan lingkungan 
adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola 
sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang 
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. 
Kemudian dalam pelaksanaannya, UUPLH ini didukung 
dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini memberi kewenangan seluar-
luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam 
dan lingkungan hidup sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat 
dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan 
Pasal 2 Ayat (4) dan Ayat (5) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 
 
48  Yonathan Pongtuluran, Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Edisi Revisi, 
(Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 50. 
 
 
 
 
32 Tahun 2004, pengelolaan sumber daya alam dilakukan pemerintah 
daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah 
lainnya. 
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan lingkungan hidup.49 
 
B. Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Segala sumber daya alam ditundukan oleh Allah untuk diserahkan 
pengelolaannya kepada manusia. 50 Hal ini terungkap dalam berbagai 
ayat. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 29 yang menjelaskan bahwa Allah 
lah yang menciptakan segala yang ada dibumi untuk manusia seperti 
sungai, pohon, dan lain-lain yang tidak terhitung jumlahnya yang dapat 
dimanfaatkan manusia : 
 َلأا فِ اَم ْمُكَل َقَلَخ يِذهلا َوُه ًعيَِجَ ِض ْرا  
Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi. 
(QS. Al-Baqarah: 29).51 
 Didalam surat Al-Jatsiyat ayat 12 dan 13 juga dijelaskan bahwa 
Allah lah yang telah menundukan lautan untuk manusia supaya perahu-
perahu bisa berlayar dan Allah juga menundukan segala apa yang ada di 
 
49  Yonathan Pongtuluran, Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Edisi Revisi, 
(Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 50. 
50  M. Sholahuddin,  Asas-Asas Ekonomi Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 26. 
51  Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 2004), hlm. 5. 
 
 
 
 
langit dan bumi yang merupakan nikmat karunia-Nya dari Allah semata. 
Supaya manusia bersyukur, beribadah dan tidak ingkar. 
 ِهِلْضَف ْنِم اوُغ َت ْ ب َِتلَو ِِهرْم َِبِ ِهيِف ُكْلُفْلا َي ِرْجَِتل َرْحَبْلا ُمُكَل َرهخَس يِذهلا ُ هللَّ ا(۱٢)   
 ِضْر َلأا فِ اَمَو ِت اَوَمهسلا فِ اَم ْمُكَل َرهخَسَو ُهْنِم اًعي َِجَ (۱۳)     
 Allahlah yang telah menundukan untuk kalian lautan, agar bahtera 
bisa berjalan di atasnya dengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa 
mengambil kebaikannya. Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian 
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan (Dialah) yang 
menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. (QS. Al-Jatsiyat:12-13) 52 
 
 Dalam surat Abasa ayat 24 sampai 32, Allah juga menyuruh 
manusia untuk memperhatikan makanan dari hasil bumi yang merupakan 
karunia dari Allah yang merupakan rahmat serta karunia-Nya serta 
kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada manusia. 
( ِهِماَعَط َلَِإ ُن اَسَن ِلإا ُِرظْن َيْل َف٢٤( اًّبَص َء اَمْلا اَن ْ ب َبَص هنََأ )٢٥ اًّقَش َضْر َلأا اَنْقَقَش هُثُ )
(٢٦ ْن ََأف )( اهبَح اَهيِف اَن ْ ت َب٢٧( اًبْضَقَو اًب َنِع َو )٢٨( ًلاَْنَ َو ًنَ وُت ْيَز َو )٢٩ َقِئ اَدَح َو )
•( اًبْلُغ٣( ًّبًّ َأ َو ًةَهِك َافَو )٣۱( ْمُكِم اَع ْن َلأَو ْمُكَل اًع اَتَم )۳٢)  
Maka Hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. 
Sesungguhnya, Kami benar-benar telah mencurahkan air (dan langit), 
kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan 
biji-biji di bumi itu, Anggur dan sayuran-sayuran, Zaitun dan pohon 
Kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-
rumputan, untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu. 
(QS. Abasa: 24-32). 53  
 
 
52  Ibid., hlm. 5. 
53  Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 2004), hlm. 585. 
 
 
 
 
 Salah satu hasil tambang dari alam juga sudah disebutkan dalam 
Qs. Al-Anbiya ayat 80 dan Qs. Al-Hadid ayat 25, yaitu berupa besi yang 
bisa dimanfaatkan manusia dalam berbagai industri dan profesi. 
 ْمُكِس َْبِ ْنِم ْمُكَنِصْحُِتل ْمُكَل ٍس وَُبل َةَع ْ نَص ُه اَنْمهلَعَو 
Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu. 
Guna memelihara kamu dalam peperanganmu. (QS. Al-Anbiya: 80). 54  
 
 ِساهنِلل ُعِف اَنَمَو  ديِدَش  سَْبِ ِهيِف َديِدَْلحا اَنْل َز َْنأَو 
Dan Kami ciptakan bagi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu. 
(QS. Al-Hadid: 25) 55  
 
Namun, penundukan sumber daya tersebut bukan untuk diserahkan 
kepemilikannya kepada manusia secara mutlak. Hanya Allah lah satu-
satunya pemilik hakiki atas sumber daya tersebut. Allah senantiasa 
menjadikan diri sebagai pemilik atas segala sesuatu yang kemudian 
menganugerahkan kepada umat manusia. Dan selanjutnya, atas 
penganugerahan tersebut, Allah memberikan wewenang kepada manusia 
untuk mengusahakan dan memanfaatkan sumber daya tersebut. 56 
Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi mempunyai 
kewajiban menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya 
untuk dikelola sebagaimana mestinya. Tugas sebagai khalifah dari Allah 
untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak 
 
54  Ibid., hlm. 328. 
55  Ibid., hlm. 541. 
56  M. Sholahuddin,  Asas-Asas Ekonomi Islam..., hlm. 28. 
 
 
 
 
penciptanya dan tujuan penciptanya.57 Tugas utama ulama, sendekiawan, 
tokoh-tokoh organisasi dan elit masyarakat adalah menjadi garda terdepan 
dalam kesadaran memelihara lingkungan/bumi. Hubungan triologi antara 
Allah, manusia dan lingkungan hidup sebagaimana banyak disebut di 
dalam Al-Qur’an harus menjadi dasar pengabdian terhadap Allah SWT. 58 
Karena sumber daya tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh 
manusia, maka tugas manusia adalah mengemban amanah pengelolaan 
sumber daya tersebut. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sehingga 
dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi dirinya, atau sumber 
daya itu sendiri. Oleh karenanya Allah berfirman59: 
  ِلِطاَبْل ِبًّ ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ ا وُلُك َْتأ َلا َو 
Dan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan bathil. 
(QS. Al-Baqarah:188) 60 
 Pemanfaatan sumber daya yang diperoleh tidak dapat dilakukan 
kecuali untuk kepentingan sesuai dengan ketentuan amanah yang 
diberikan. Sumber daya tidak diartikan sebagai alat pemuas kesenangan 
dunia, namun merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan dunia, dan 
 
57 Ismail Fahmi Arrauf, “ Islam dan Kelestarian Lingkungan: Studi Tentang Fikih Al-Biah 
Sebagai Solusi Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan” Dinika, (Surakarta) Vol. 7 Nomor 1, 
2009, hlm. 20.  
58 Mudhofir Abdullah, “Masloahat dan Maqasid Al-Syariahdalam Peta Bumi Isu-Isu 
Kontemporer”, Dinika, (Surakarta) Vol. 7 Nomor 1, 2015, hlm. 36. 
59  M. Sholahuddin,  Asas-Asas Ekonomi Islam..., hlm. 26. 
60  Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 2004), hlm. 29. 
 
 
 
 
akhirat. Oleh karenanya, seseorang pengemban amanat tidak akan menjadi 
seorang yang buas, tanpa aturan, egois, rakus, dan boros. 61 
Lingkungan/bumi yang baik merupakan akibat dari terpeliharanya 
hubungan harmonis dan akrab antara Allah, manusia dan lingkungan 
hidup. Yang berarti bahwa lingkungan atau alam yang baik karena 
manusia-manusia yang baik dan mematuhi aturan hukum Allah dalam arti 
luas. Sebaliknya jika manusia buruk maka alam semesta menjadi buruk 
yang nampak dalam bentuk kerusakan hutan, kekacauan iklim, hama 
pertanian yang banyak, pencemaran udara, air, tanah dan lain-lain. 62   
 
C. Pertambangan 
1. Pengertian Pertambangan 
Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau 
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 
konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan 
penjualan, serta kegiatan pasca tambang.63 Pertambangan adalah sebuah 
kebutuhan yang senantiasa kita lakukan dalam pemanfaatan dan 
melaksanakan peran kita di bumi ini sebagai pengelola alam.64 
 
61  M. Sholahuddin,  Asas-Asas ... ,hlm. 20. 
62  Mudhofir Abdullah, “Masloahat dan Maqasid Al-Syariah..., hlm. 36. 
63  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
64 Andika Budiman, Buka-Bukaan Dunia Tambang, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 
143. 
 
 
 
 
Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan 
mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan 
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan 
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.65 
 
2. Pengaturan Pertambangan di Indonesia 
a. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda dan Orde Lama 
Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa 
Pemerintah Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut 
dengan Indische Mijnwet 1899 (IM 1899). Salah satu ketentuan yang 
terdapat dalam Indische Mijnwet 1899 (IM 1899), mengatur tentang 
ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak-
pihak swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dokenal dengan nama 5A 
Contract. Pasal tersebut, merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan 
kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah 
kemerdekaan. 66 
Seiring dengan kemerdekaan Repiblik Indonesia, maka sebagai 
negara merdeka dan berdaulat, para pemimpin bangsa saat itu 
melakukan perumusan tentang tata cara pengaturan pengelolaan 
bidang pertambangan. Namun, setelah menemui berbagai proses 
perdebatan dan mosi, maka kemudian ditetapkan peraturan 
 
65  Noto Pamungkas dan Sri Suryaningsum, Tata Kelola Wisata Bekas Lahan Tambang, 
(Klaten: Nugra Media, 2018) 
66  Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2013), hlm. 52-53. 
 
 
 
 
pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang 
mengatur khusus tentang Minyak dan Gas Bumi. 67 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan Indische Mijnwet 
(IM 1899) dalam versi Indonesia. Artinya, ketentuan-ketentuan yang 
termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu) Nomor 37 tahun 1960 merupakan adopsi dari ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam Indische Mijnwet (IM 1899) dengan 
hanya mengganti otoritasnya saja, sebagai contoh : Setiap kata Ratu 
dan Gubernur Jenderal dalam Indische Mijnwet 1899 (IM 1899), 
masing-masing diganti menjadi milik nasional dan pemerintah saja 
pada Perpu.68 
b. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 
1) Penggolongan Bahan Galian 
Di dalam Undang-Undang Pertambangan No, 37 Tahun 1960 
dan Undang-Undang Pokok Pertambangan no. 11 Tahun 1967 
pasal 3, bahan galian di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan 
sebagai berikut69: 
 
67  Ibid. 
68  Ibid., hlm. 53. 
69  Fahruddin, Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis, (Makasar: Celebes 
Media Pustaka, 2018), hlm. 7. 
 
 
 
 
a) Bahan galian golongan A (bahan galian strategis) adalah 
bahan galian yang mempunyai peranan penting untuk 
kelangsungan kehidupan negara. Bahan galian ini 
sepenuhnya dikuasai oleh negara. 
b) Bahan galian golongan B (bahan galian vital) adalah bahan 
galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan 
kegiatan perekonomian negara dan dikuasai oleh negara 
dengan menyertakan rakyat. Bahan galian ini bisa diusahakan 
oleh Badan Usaha Milik Negara ataupun bersama-sama 
dengan rakyat. 
c) Bahan galian C (Tidak termasuk strategis dan tidak vital) 
adalah bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat 
ataupun badan usaha milik rakyat.70 Biasanya bahan galian C 
tidak dianggap langsung memenuhi hayat hidup orang 
banyak. 71 
Penjelasan mengenai penggolongan mineral dan bahan galian 
diterangkan pada PP No. 27 Tahun 1980, yaitu72: 
a) Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri 
dari: 
(1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam; 
 
70  Ibid., hlm. 54. 
71  Fahruddin, Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis, (Makasar: Celebes 
Media Pustaka, 2018), hlm. 7. 
72  Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma 
Agraria, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 137-138. 
 
 
 
 
(2) Bitumen padat, aspal; 
(3) Antrasit, batu bara, batu bara muda; 
(4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif 
lainnya; 
(5) Nikel, kobalt; 
(6) Timah. 
b) Bahan galian B atau bahan galian vital, terdiri dari: 
(a) Besi, mangan, molibdenun, khrom, walfran, vanadium, 
titanium; 
(b) Bauksit, tembaga, timbal, seng; 
(c) Emas, platina, perak, air raksa, intan; 
(d) Arsen, antimon, bismut; 
(e) Yttrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam lainnya; 
(f) Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; 
(g) Kriolit, flouspar, barit; 
(h) Yodium, brom, khlor, belerang. 
c) Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri 
dari: 
(1) Nitrat, phosphate, garam batu; 
(2) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit; 
(3) Yarosit, leusit, tawas (alam), oker; 
(4) Batu permata, kaolin, feldspar, gips, bentonite; 
(5) Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome; 
 
 
 
 
(6) Marmer, batu tulis; 
(7) Batu kapur, dolomit, kalsit; 
(8) Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir , 
Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral 
golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang 
berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 73 
2) Bentuk Izin Usaha Pertambangan 
Bentuk-bentuk legalitas kewenangan pengelolaan bidang 
pertambangan yang dapat dilakukan oleh pihak swasta, baik 
swasta asing maupun swasta nasional pada masa berlakuknya UU 
No. 11 Tahun 1967 terdiri dari beberapa bentuk izin74, yaitu: 
a) Kuasa Pertambangan (KP); 
b) Kuasa Pertambangan/ Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 
c) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD); 
d) Kontrak Karya Pertambangan (KPP); 
e) Perjanjian Kerja sama (atau Perjanjian Karya) Perusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B); 
f) Penugasan Pertambangan. 75 
 
 
73  Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah oleh Negara: Paradigma Baru untuk Reforma 
Agraria, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 137-138. 
74  Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik pertambangan ..., hlm.56. 
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c. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 
1) Penggolongan Bahan Galian 
Pada rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dalam 
pengusahaan pertambangan tidak lagi dikenal adanya kontrak , 
satu-satunya bentuk pengusahaan pertambangan dengan 
menggunakan Izin Usaha  Pertambangan (IUP) yang diberikan 
kepada pengusaha atas dasar jenis usaha.76 Berikut ini merupakan 
pengelompokan bahan galian yang didasarkan pada kelompok 
usaha pertambangan, sesuai dengan pasal 4 UU No. 4  Tahun 
2009 : 
a) Pertambangan Mineral 
(1) Pertambangan mineral radioaktif; 
(2) Pertambangan mineral logam; 
(3) Pertambangan mineral bukan logam; 
(4) Pertambangan batuan 
b) Pertambangan batu bara. 
Pada pasal 66 disebutkan bahwa penggolongan mineral 
dapat dilihat dari pengaturan izin untuk pertambangan rakyat. 
Dalam pasal 20, penggolongan pada pertambangan rakyat diatur 
sebagai berikut: 
a) Pertambangan mineral logam; 
 
76  Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, 
(Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm. 76. 
 
 
 
 
b) Pertambangan mineral bukan logam; 
c) Pertambangan batuan; dan/atau 
d) Pertambangan batu bara. 
2) Wilayah Pertambangan 
Wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang 
nasional, ditetapkan pemerintah setelah berkoordinasi dengan 
Pemda dan DPR RI (Pasal 10).77 
Mekanisme penetapan ruang lingkup Wilayah 
Pertambangan sendiri diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 
12, yaitu78: 
a) Penetapan suatu wilayah pertambangan harus dilakukan 
setelah berkoordinasi dengan DPR, pemerintah daerah, 
pendapat instansi terkait, dan masyarakat; 
b) Dilakukan melalui proses yang transparan, partisipatif, dan 
tanggung jawab; 
c) Memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan 
berwawasan lingkungan.  
 
 
 
77  Simon Felix Sembiring, Jalan Baru untuk Tambang, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 
2013) , hlm. 196. 
78  Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan ..., 81. 
 
 
 
 
Jenis wilayah pertambangan di atur dalam pasal 13, yaitu 
bahwa Wilayah Pertambangan, terdiri dari79: 
a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari WP 
yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau 
informasi geologi; 
b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari WP 
tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat; 
c) Wilayah Pertambangan Negara, adalah bagian dari WP yang 
dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. 
3) Jenis Izin Pertambangan 
Jenis izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2009, lebih sederhana daripada jenis izin menurut 
UU No. 11 Tahun 1967, yaitu hanya terdiri dari tiga macam izin, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 35, bahwa usaha pertambangan 
dilaksanakan dalam bentuk80: 
a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
Pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 mendefinisikan sekaligus 
menggolongkan IUP dalam beberapa bentuk. Izin Usaha 
Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha 
 
79  Subagdja Prawata, Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara), (Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2003), hlm. 9. 
80  Abidah Billah Setyowati, Dkk, Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dari 
Kebijakan,(Jakarta: Irfan Toni, 2008), hlm. 33. 
 
 
 
 
pertambangan yang diperuntukan bagi badan usaha baik swasta 
nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan 
perseorangan.81 IUP diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur 
dan Pemerintah Pusat (Menteri) tergantung kewenangan, 
wilayah pertambangan dan infrastuktur.82 
IUP Eksplorasi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut: 
(1) Penyelidikan umum; 
(2) Eksplorasi; 
(3) Studi kelayakan.83 
b) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 
pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi 
terbatas.84 IPR diberikan pada wilayah yang telah ada kegiatan 
pertambangan rakyat sekurang-kurangnya 15 tahun.85 IPR 
diperuntukan kepada penduduk setempat yang hendak 
 
81 Hasan Ismail, Dkk, Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik 
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mengelola bahan galian yang terdapat disuatu area yang 
termasuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). 86 
Adapun ruanglingkup pertambangan rakyat adalah 
sebagai berikut: 
(1) Komoditas yang dapat diusahakan, diatur dalam Pasal 66, 
yaitu, bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokan 
ke dalam: 
(a) Pertambangan mineral logam; 
(b) Pertambangan mineral bukan logam; 
(c) Pertambangan batuan: dan/atau 
(d) Pertambangan batu bara. 
(2) Pertambangan Rakyat diperuntukan dan/atau dapat 
diusahakan oleh: 
(a) Perseorangan, dengan luas areal maksimum 1 Ha; 
(b) Kelompok, dengan luas areal maksimum 5 Ha; 
(c) Koperasi, dengan luas areal maksimum 10 Ha; 
(d) Jangka waktu pengusahaan pertambangan rakyat 
maksimum selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. 
(3) Hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat 
sebagai pemegang, yaitu: 
(a) Hak-hak pemegang IPR terdiri dari: 
 
86  Irwandy Arif, Nikel Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 172. 
 
 
 
 
i) Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dibidang 
K3, lingkungan, teknis pertambangan, dan menejemen 
dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; 
ii) Mendapatkan bantuan modal 
(b) Kewajiban pemegang IPR terdiri dari: 
i) Melaksanakan kegiatan pertambangan paling lama 
tiga bulan setelah IPR diterbitkan; 
ii) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
di bidang k3, lingkungan, teknis pertambangan, 
pengelolaan lingkungan dan mematuhi standar yang 
berlaku; 
iii) Melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama 
pemerintah daerah; 
iv) Membayar iuran tetap dan iuran produksi; 
v) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. 87 
Dengan adanya pertambangan rakyat, maka 
mendatangkan beberapa kentungan dampak positif diantaranya 
sebagai berikut88: 
(1) Menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat 
di daerah bersangkutan. 
(2) Terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru 
(3) Membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha daerah 
 
87  Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan..., hlm. 99. 
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(4) Mencegah terjadinya urbanisasi 
(5) Dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, 
karena dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah 
ditetapkan peruntukannya sebagai WPR 
(6) Adanya transfer kemampuan dan teknologi tepat guna 
(7) Dapat dijadikan salah satu sumber PADS 
c) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 
Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya 
biasa disebut dengan IUPK merupakan izin untuk melakukan 
usaha di bidang pertambangan di wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (WIUPK) yang merupakan bagian dari 
Wilayah Pertambangan Nasional (WPN).89 
Secara umum ruang lingkup IUPK sama dengan ruang 
lingkup IUP hanya satu hal yang berbeda yaitu terletak pada 
prioritas peruntukan.  Ruang lingkup IUPK yaitu: 
(1) IUPK diprioritaskan bagi BUMN/BUMD atau badan 
usaha swasta yang berbadan hukum; 
(2) Diterbitkan untuk satu jenis mineral logam atau batu bara; 
(3) Apabila dalam pelaksanaannya menemukan mineral lain 
dan berminat untuk diusahakan, maka diwajibkan 
mengajukan izin baru, dan dapat memprioritaskan untuk 
itu; 
 
89  Toman Sony Tambunan, Glosarium Istilah Pemerintah, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 
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(4) Apabila tidak berminat atas yang mineral yang diteukan, 
maka wajib untuk memeliharanya dan menjaganya, dan 
dapat diberikan oleh pihak lain; 
(5) IUPK terdiri atas dua tahap, yaitu: 
(a) IUPK eksplorasi, meliputi kegiatan: penyelidikan 
umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; 
(b) IUPK operasi produksi, meliputi kegiatan: konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 
pengangkutan dan penjualan. 
(6) Ruang lingkup WIUPK mineral logam adalah: 
(a) Luas areal satu WIUPK eksplorasi untuk mineral 
logam paling banyak 100.000 Ha; 
(b) Jangka waktu penyelidikan paling lama 6 tahun; 
(c) Luas areal satu WIUPK operasi produksi paling 
banyak 25.000 Ha; 
(d) Jangka waktu operasi produksi paling lama 20 tahun, 
dengan masa perpanjangan paling lama 20 tahun, 
dengan masa perpanjangan 2 x 10 tahun. 
(7) Ruang lingkup IUPK batu bara adalah: 
(a) Luas areal satu WIUPK eksplorasi untuk batu bara 
paling banyak 50.000 Ha; 
(b) Jangka waktu penyelidikan paling lama 7 tahun; 
 
 
 
 
(c) Luas areal satu WIUPK operasiproduksi paling 
banyak 15.000 Ha; 
(d) Jangka waktu operasi produksi paling lama 20 tahun 
dengan masa perpanjangan 2 x 20 tahun.90 
 
D. Pertambangan Ramah Lingkungan 
 Kementrian ESDM, kementrian LHK, serta Pemerintah Daerah 
berperan aktif dalam memeastikan stakeholder pengelola pertambangan 
untuk menerapkan kegiatan pertambangan ramah lingkungan. Kegiatan 
pertambangan ramah lingkungan ini dapat dilakukan dengan menerapkan 
praktik-praktik pertambangan yang berwawasan lingkungan, seperti 
pengelolaan erosi dan sedimentasi dengan menciptakan sistem drainase 
dan kolam sedimen serta pengelolaan air asam tambang. Pengelolaan 
pertambangan berwawasan lingkungan ini bertujuan untuk meminimalisir 
pencemaran yang disebabkan oleh bukaan lahan. Selain dari proses 
penerapan praktik pertambangan dapat pula ditumbuhkan melalui 
pemantauan sarana pendukung seperti IPAL, penampungan limbah B3, 
dan pemisahan sampah secara terpadu.91 
 Dalam kegiatan pertambangan diharapkan tidak sampai 
menimbulkan permasalahan seperti terkorbannya pemilik lahan tambang, 
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kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Selain itu juga harus 
memuat semangat, maksud, dan tujuan sebagai berikut: 
1. Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian, dengan prioritas 
utama dan/atau terlebih dahulu diperuntukan bagi kepentingan bangsa 
dan negara; 
2. Meningkatkan mining recovery atau perolehan bahan galian 
semaksimal mungkin; 
3. Meningkatkan efisiensi pemakaian bahan galian, sebagai upaya 
penghematan pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka 
panjang, hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan galian sebagai 
bahan yang tidak dapat terbarukan “non-renewable resources”. 
Artinya, penghematan juga berkaitan dengan kepentingan generasi 
yang akan datang.  
4. Meningkatkan perolehan devisa negara dari sektor pertambangan, 
karena dengan adanya mining rocovery, berarti pula meningkatkan 
jumlah perolehan bahan galian dan memperpanjang umur tambang. 92 
 Praktik atau pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang baik 
dan benar (good mining practice) juga harus meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Penetapan wilayah pertambangan, baik Wilayah Usaha Pertambangan, 
Wilayah Pertambangan Rakyat, maupun Wilayah Pertambangan 
Khusus; 
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2. Penghormatan atas pemegang hak atau kepemilikan hak atas tanah; 
3. Perizinan; 
4. Teknis pertambangan; 
5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 
6. Lingkungan; 
7. Keterkaitan hulu-hilir/ konservasi/ nilai tambah; 
8. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat/ wilayah disekitar 
lokasi kegiatan; 
9. Rencana penutupan pascatambang; dan 
10. Standardisasi. 93 
 Dalam industri pertambangan sebelum dilakukan proses tambang 
terlebih dahulu harus dilakukan analisis dampak lingkungan yang 
disebabkan oleh aktivitas industri pertambangan. Analisis dampak 
industri pertambangan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: 
1. Dampak Terhadap Sumber Daya Air 
Dampak aktivitas pertambangan seperti lebih berpengaruh pada 
kualitas air terutama dalam hal kebersihan konsumsi air oleh 
masyarakat sekitar dan sekitarnya. Potensi drainase asam tambang 
merupakan pertanyaan kunci pada aktivitas tambang. 94 
 
 
 
93 Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik.... , hlm. 159-162. 
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Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan,( Yogyakarta: Deepublish, 2019),  hlm. 31-32. 
 
 
 
 
 
2. Dampak Proyek Pertambangan terhadap Kualitas Udara 
Emisi di udara pada aktivitas tambang telah terjadi sejak kegiatan 
eksplorasi, pengembangan, konstruksi dan operasional. Sumber 
pencemaran udara terbesar dalam operasi penambangan adalah: 
a. Benda partikulat yang diangkut angin sebagai hasil penggalian, 
peledakan, pengangkutan bahan, erosi angin, debu buram dari 
fasilitas tailing, tumpukan, tempat pembuangan limbah, dalan 
angkut. Emisi pembuangan dari sumber mobile (mobil, truk, alat 
berat) meningkatkan tingkat partikulat ini; dan 
b. Emisi gas dari pembakaran bahan bakar di sumber stasionerdan 
mobile, ledakan, danpengolahan mineral. 95 
3. Dampak Proyek Pertambangan terhadap Satwa Liar 
Spesies satwa liar hidup di komunitas saling bergantung spesies  pada 
kondisi tanah, iklim lokal, ketinggian, dan ciri khas habitat lokal 
lainnya. Aktivitas pertambangan menyebabkan kerusakan langsung 
dan tidak langsung terhadap satwa liar seperti mengganggu dan 
menghilangkan habitatnya. Efek langsung pada satwa liar adalah 
penghancuran atau berpindahnya spesies dari daerah penggalian dan 
penumpukan limbah tambang. Jika, sungai, danau, kolam, atau rawa 
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terisi atau dikeringkan, ikan, invertebrata air, dan amfibi terkena 
dampak parah. 96 
4. Dampak Proyek Pertambangan terhadap Kualitas Tanah 
Aktivitas pertambangan mampu mencemari tanah di area yang luas 
termasuk kegiatan pertanian yang berada dekat dengan proyek 
pertambangan. Risiko pada kesehatan dan lingkungan akibat tanah 
yang terkontaminasi akibat tertiup angin, dan tanah terkontaminasi 
dari tumpahan kimia dan residu. Debu buram dapat menimbulkan 
masalah lingkungan, toksisitas debu yang melekat bergantung pada 
jarak dari reseptor lingkungan dan jenis bijih yang ditambang. Derajat 
arsenik, timbal, dan radionuklida yang tinggi pada debu yang tertiup 
angin biasanya menimbulkan resiko terbesar. Tanah yang 
terkontaminasi dari tumpahan kimia dan residu di lokasi tambang 
mampu menimbulkan resiko kesehatan akibat kontak langsung dengan 
bahan-bahan berbahaya tersebut. 97 
5. Dampak Proyek Pertambangan terhadap Nilai Sosial 
Dampak sosial dari proyek pertambangan skala besar bersifat 
kontroversial dan kompleks. Pertambangan dapat menjadi gudang 
kekayaan, namun dampak juga berdampak buruk bagi pekerja, 
lingkungan ataupun masyarakat yang berdomisili di sekitar 
pertambangan.terkadang rasa perlakuan tidak adil atau tidak 
diimbangi dengan baik dialami oleh masyarakat, sehingga menjadikan 
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proyek pertambangan menyebabkan ketegangan sosial dan konflik 
yang keras. Terlebih ketika masyarakat berhadapan dengan pihak 
berwenang dan sektor ekonomi yang lemah, dan atau bila dampak 
lingkungan dari pertambangan (tanah, air, dan polusi) mempengaruhi 
subsisten dan penghidupan masyarakat lokal. 98 
6. Pertimbangan Perubahan Iklim 
Setiap AMDAL untuk sebuah proyek yang berpotensi mengubah 
karbon global harus mencakup penilaian terhadap dampak karbon 
suatu proyek. Pertambangan skala besar berpotensi mengubah karbon 
global setidaknya dengan cara berikut: 
a. Hilangnya serapan CO2 oleh hutan dan vegetasi yang dibersihkan 
sehingga tidak bisa menyerap karbon dioksida di atmosfer (CO2) 
dan menjaga keseimbangan antara emisi CO2 dan serapan CO2. 
b. CO2 yang dikeluarkan oleh mesin (mesin kendaraan disel) yang 
terlibat dalam penggalian dan pengangkutan. 
c. CO2 yang dikeluarkan oleh pengolahan bijih menjadi logam 
(misalnya dengan teknik pirok-metalurgi versus 
hidrometalurgi).99 
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E. Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah 
Lingkungan 
1. Fatwa 
Secara bahasa, fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa yang 
merupakan bentuk masdar fata, yaftu, fatwan yang artinya muda, 
baru, atau penjelasan. Sedangkan kata afta yang berarti memberikan 
penjelasan. Oleh karena itu definisi fatwa menurut istilah adalah usaha 
memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada 
orang yang belum mengetahuinya.100 
Fatwa dilihat dari bahasa merupakan jawaban mengenai 
sesuatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana 
dikatakan Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf dari kata (al-fat𝑎/pemuda) 
dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti’arah). 101 
Sedangkan pengertian fatwa menurut syara’ ialah menerangkan 
hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu 
pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik 
perseorangan atau kolektif.102 
Pengertian fatwa juga bisa berarti nasihat, petuah, jawaban atau 
pendapat. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat resmi yang diambil 
oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, 
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disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau 
jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa 
(mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian 
peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa  yang 
diberikan kepadanya. 103 
Dalam ensiklopedi Islam al-fatwa berarti petuah, nasihat, 
jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan 
dalam istilah ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang 
dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas 
pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang 
sifatnya mengikat. Pihak yang meminta fatwa bisa bersifat pribadi, 
lembaga, maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu fatwa secara 
syari’at adalah penjelasan hukum yang didukung oleh dalil-dalil yang 
bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijtihad. 104 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, fatwa 
adalah jawaban (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti 
terhadap suatu masalah atau juga dinamakan petuah. 105 
Fatwa juga dapat diidentikan dengan ra’yu atau sebagai 
pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh Al-Qur’an dan 
As-Sunnah. Ra’yu adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan 
matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya 
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keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari 
pengetahuan tentang suatu subjek yang mungkin hanya menjadi 
pertanda atau indikasi dari yang lain. 106 
Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, jika ada orang lain yang 
bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak 
maka ia pun secara fardu ‘ain wajib memberi fatwa atas peristiwa 
itu.107 
Fatwa pada dasarnya merupakan proses ijtihad untuk 
menemukan hukum syara’. Dalam hal ini, fatwa mempunyai 
kedudukan yang hampir sama dengan hakim (qadhi). Fatwa 
disampaikan dalam bentuk Legal opinion, sedangkan hakim dalam 
menyampaikan suatu hukum melalui putusan pengadilan. 108 
Antara fatwa dan qadhi  sama-sama hasil dari ijtihad, akan 
tetapi mempunyai status dan daya ikat yang berbeda. Fatwa 
merupakan legal opinion  yang tidak mempunyai hukum tetap, kecuali 
yang mau mengikuti fatwa tersebut (mulzim binafsih). Sedangkan 
putusan hakim mempunyai daya paksa untuk mematuhinya, terutama 
bagi mereka para pihak yang berperkara. 109 
Meskipun fatwa merupakan legal opinion yang tidak 
mempunyai hukum paksa, sudah jelas bahwa fatwa merupakan 
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substansi pemikiran keagamaan dalam lembaga-lembaga yang 
mengeluarkan fatwa. Karena berfatwa pada dasarnya menduduki 
posisi amar ma’ruf nahi munkar, menyeru kepada masyarakat untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 110 
Dari segi jenisnya, fatwa mempunyai dua jenis, diantaranya 
yaitu fatwa  jama’iy dan fatwa fardi. Fatwa  jama’iy merupakan jenis 
fatwa yang merupakan hasil ijtihad dari beberapa ulama yang 
dilakukan secara kolektif. Fatwa jama’iy lebih mendekati dengan 
ijma’. Sedangkan fatwa fardi  merupakan hasil ijtihad dari seorang 
ulama yang dilakukan secara individu yang menjawab pertanyaan dari 
seorang mustafi’ (orang yang meminta fatwa). 111 
Fatwa secara fungsional memiliki fungsi tabyin dan tawjih. 
Tabyin adalah penjelasan hukum yang merupakan regulasi praktis 
bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi 
syariah ke DSN. Sedangkan tawjih merupakan guidance (petunjuk) 
dan pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi 
syariah. 112 
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis 
yang menghimpun para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim 
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Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam 
Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. 113  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 7 Rajab 
1395 hijriah, bertepatan tanggal 26 Juli 1975 masehi di Jakarta. Salah 
satu fungsi didirikannya MUI yaitu memberikan nasihat dan fatwa 
mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada 
pemerintah dan masyarakat. Dari lima fungsi dan peran MUI, khittah 
pengabdian MUI  salahsatunya yaitu sebagai pemberi fatwa (mufti). 
114 
Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI 
No. U-596/MUI/X/1997. Dalam surat ini terdapat tiga bagian proses 
menentukan fatwa, yaitu dasar umum penetapan fatwa, prosedur 
fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. 
Dasar umum penetapan fatwa didasarkan kepada adillat al-ahkam 
yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu 
dasar fatwa adalah Al-Qur’an, Al-Hadis, Ijma’. Qiyas, dan dalil-dalil 
hukum lainnya. Adapun kewenangan MUI adalah memberi fatwa 
tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut 
umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di 
daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. 115 
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3. Isi  Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah 
Lingkungan 
Dalam fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan 
Ramah Lingkungan mempunyai ketentuan hukum : 
a. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan 
kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah 
lingkungan. 
b. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
1) Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme 
perizinan yang berkeadilan; 
2) Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat 
pemangku kepentingan (stake holders);  
3) Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining);  
4) Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan 
serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan;  
5) Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi 
pascapertambangan;  
6) Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan 
nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan amanat UUD; dan  
7) Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.  
 
 
 
 
c. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu 
wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah), yang antara 
lain:  
1) Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;  
2) Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi 
(siklus air); 
3) Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman 
hayati yang berada di sekitarnya;  
4) Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat 
pemanasan global; 
5) Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;  
6) Mengancam kesehatan masyarakat.  
d. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan 
sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan 
kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.  
e. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk 
sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan 
dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian 
lingkungan hidup.  
 
 
 
 
f. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya 
wajib.116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
 
LOKASI KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN 
SEMIN-NGAWEN GUNUNG KIDUL 
 
A. Pertambangan Batu Putih Ngentak, Candirejo, Semin 
1. Profil Pertambangan 
Pertambangan batu putih di Dusun Ngentak Desa Candirejo 
Kecamatan Semin mulai dikelola sejak tahun 1990-an.  Beberapa titik 
pertambangan sudah mengantongi perizinan dari pemerintah 10 tahun 
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yang lalu.117  Pertambangan di Desa Candirejo termasuk pertambangan 
rakyat dimana semua tenaga kerja baik yang menambang maupun yang 
mengelola hasilnya merupakan warga masyarakat sekitar 
pertambangan.118 
Pertambangan dimulai dengan membuka lahan tambang atau biasa 
masyarakat menyebutnya dengan mengupas lahan tambang dengan 
bantuan alat berat backhoe atau dilakukan secara manual untuk 
pengupasan tanah. Untuk pengupasan tanah secara manual membutuhkan 
waktu antara dua sampai tiga bulan. Selanjutnya dalam pengambilan batu 
dilakukan secara manual dan tidak diperkenankan pemerintah 
menggunakan alat berat. 119 Terdapat 5 sampai 10 titik penambangan di 
dusun Ngentak, Candirejo, Semin. Sistem penambangan lahan dengan 
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mengkontrak minimal 5 tahun, atau beberapa titik menambang lahannya 
sendiri. 120 
Kegiatan pertambangan di Desa Candirejo evektif dilakukan ketika 
musim kemarau. Jika musim penghujan tiba, tidak semua titik 
pertambangan bisa dilakukan kegiatan tambang, dikarenakan cekungan-
cekungan yang membentuk kolam bekas tambang menyisihkan batuan 
keras dan masif dan tidak bernilai tambang terisi air hujan dan air 
rembusan tanah yang membentuk kolam-kolam indah.  Kolam-kolam 
bekas galian tambang berubah menjadi objek wisata baru di Gunung 
Kidul yang dikenal dengan sebutan Telaga Biru. Keelokan Telaga Biru di 
musim penghujan banyak menarik wisatawan lokal maupun luar kota 
untuk bersua foto. 121  
Hasil tambang batu di Desa Candirejo digunakan sebagai bahan 
baku membuat pondasi rumah, diolah sebagai ornamen rumah, ornamen 
dinding, patung-patung, batu ukiran, batu relief, tempat lampu, tempat 
asbak, bahan tegel, dan lain sebagainya. 122 Harga batu putih untuk ukuran 
balok besar yaitu Rp. 500.000,- dan untuk ukuran balok kecil yang biasa 
digunakan untuk pondasi rumah senilai Rp. 150.000,- setiap truknya. 123 
Rutin setiap enam bulan sekali Inspektorat Pertambangan 
Kabupaten Gunung Kidul melakukan pengecekan kegiatan tambang di 
 
120  Tarno, Penambang batu, wawancara  pribadi, 6 November  2019, Jam 11.20 WIB. 
121  Ngaliman, Penambang batu, wawancara  pribadi, 6 November  2019, Jam 11.40 WIB. 
122  Wandi, Penambang batu, wawancara  pribadi, 6 November  2019, Jam 13.00 WIB. 
123  Imam, Ketua RW Dusun Tandansari, wawancara  pribadi, 6 November  2019, Jam 
15.10 WIB. 
 
 
 
 
lokasi pertambangan batu putih Desa Candirejo.124 Para penambang juga 
mengutarakan proses kegiatan tambang mulai dari pengupasan sampai 
penambangan batu dan menjelaskan jenis-jenis batu yang laku dipasaran. 
Karena tidak semua batu hasil tambang mempunyai kualitas yang sama, 
mulai dari batu halus, batu brontok dan batu kasar. Para pemilik lahan 
tambang berharap nantinya ada kebijakan baru mengenai perizinan 
mengupas tanah dengan alat berat. Karena jika dilakukan secara manual 
memakan waktu lama dan pemilik lahan hanya diberi batasan waktu tiga 
bulan untuk menjalankan kegiatan tambang. Jika lebih dari tiga bulan 
belum dimulai proses pertambangan maka perizinan tambang rakyat akan 
dicabut pemerintah.125 
2. Perizinan Tambang Desa Candirejo 
Pertambangan batu putih di Desa Candirejo Kecamatan Semin 
beberapa sudah mempunyai Izin Pertambangan, sebagian dalam proses 
perizinan dan 40 penambang yang belum mempunyai izin. 126 Meskipun 
aktivitas pertambangan sudah dimulai dari tahun 90-an akan tetapi awal 
proses pengurusan izin tambang baru dimulai tahun 2000-an.127 
Pemberian izin tidak hanya dari segi titik koordinat akan tetapi juga dari 
sumber daya manusia yang bisa bertanggung jawab untuk membuat 
 
124  Imam, Ketua RW Dusun Tandansari, wawancara  pribadi, 6 November  2019, Jam 
15.10 WIB. 
125  Santoso, Pengurus Izin Pertambangan Rakyat Kecamatan Semin , wawancara pribadi, 
6 November 2019, Jam 15.20 WIB. 
126  Imam, Ketua RW Dusun Tandansari, wawancara  pribadi, 6 November  2019, Jam 
15.10 WIB. 
127  Yanto, Polisi Kehutanan Kabupaten Gunung Kidul, wawancara  pribadi, 6 November  
2019, Jam 15.00 WIB. 
 
 
 
 
laporan hasil tambang setiap bulan. Data terakhir Tahun 2019 sebanyak 
56 pemilik lahan pertambangan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat, 
akan tetapi hanya 16 pemilik lahan yang lolos dalam seleksi perizinan dan 
sisanya belum mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat. Setiap lima tahun 
sekali pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul juga akan mengevaluasi 
data-data Izin Pertambangan Rakyat. 128 
Tabel 1 
Data Pemilik Izin Pertambangan Rakyat Desa Candirejo 
 
No. Nama Pemilik IPR Dusun 
1. Sriyanto Candi 
2. Sriyanto Ngentak 
3. Sarimo Ngentak 
4. Slamet Widodo Ngentak 
5. Sajiyem Ngentak 
6. Kahono Ngentak 
7. Suyono Ngentak 
8. Giyono Ngentak 
9. Santoso Ngentak 
10. Wito Wiyono Ngentak 
11. Yadi Wiyono Ngentak 
12. Darmi Ngentak 
 
128  Santoso, Pengurus Izin Pertambangan Rakyat Kecamatan Semin , wawancara pribadi, 
6 November 2019, Jam 15.20 WIB. 
 
 
 
 
13. Suroto Ngentak 
14. Prato Wiyono Ngentak 
15. Sarimo Ngentak 
16. Sagiman Ngentak 
Sumber: Hasil wawancara dengan pengurus perizinan tambang rakyat 
Kecamatan Semin. 
 
Proses pembuatan Izin Pertambangan Rakyat yang pertama yaitu, 
membuat titik koordinat lahan, setelah itu membuat surat permohonan dan 
pernyataan, yang kedua membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
selanjutnya mengajukan izin kepada Gubernur DIY Cq. Kepala Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP DIY). Setelah semua 
data sudah terkumpul akan diproses di kantor Kementrian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin Pertambangan Rakyat turun jika 
semua sudah di acc. 129 
Sebanyak 40 pemilik lahan tetap melakukan pertambangan 
meskipun belum mendapatkan izin. Hal tersebut yang menjadikan 
kesenjangan sosial antara pemilik lahan pertambangan. Penyebab 
kesenjangan sosial antara lain kewajiban pemilik lahan yang sudah 
mempunyai izin wajib membayar pajak sebesar Rp. 40.000,- dari 
penjualan setiap truk, setiap bulan wajib membuat laporan hasil 
pertambangan dan mengikuti perkumpulan di Balai Desa Candirejo 
 
129  Santoso, Pengurus Izin Pertambangan Rakyat Kecamatan Semin , wawancara pribadi, 
14 November 2019, Jam 11.20 WIB. 
 
 
 
 
bersama kementrian ESDM dan IPR untuk menyampaikan keluh kesah 
proses pengelolaan pertambangan di Desa Candirejo. 130 
3. Upaya Reklamasi 
Untuk rencana reklamasi penghijauan sampai saat ini belum 
terlaksana karena kegiatan tambang yang masih aktif. Bekas tambang 
batu saat ini sukar untuk penghijauan kecuali dengan penanganan khusus. 
Yaitu dengan cara  menggali batuan kemudian diisi tanah dan bahan 
organik untuk ditanami kembali. Untuk penghijauan kembali juga 
membutuhkan waktu yang relatif lama serta kesesuaian tanaman terhadap 
iklim, dan pengelolaan setempat.  
Bekas tambang yang menyisihkan batuan keras dan masif dan 
tidak bernilai tambang yang terisi air hujan dan air rembusan tanah yang 
membentuk kolam-kolam indah menjadi objek wisata baru di Gunung 
Kidul terkenal dengan sebutan telaga biru. Dengan pesona keindahan 
kolam-kolam besar bekas tambang yang terisi air banyak menarik 
wisatawan. Namun  perlu dibuat jalur untuk ekowisata dan jalur sebagai 
para pekerja tambang untuk meminimalisir kecelakaan. 131 
4. Dampak Pertambangan 
Dilihat dari segi ekonomi, selama berlangsungnya pertambangan di 
Desa Candirejo Kecamatan  Semin sangat berpengaruh terhadap 
 
130  Ibid. 
131  Yadi Wiyono, Pemilik lahan tambang , wawancara pribadi, 19 November 2019, Jam 
15.40 WIB. 
 
 
 
 
kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan. 132 Perekonomian 
masyarakat terangkat karena banyak peluang pekerjaan dari usia 18 tahun 
sampai 60 tahun, mulai dari profesi penambang batu, pemilik lahan 
pertambangan, pengangkut batu, sopir truk, pengerajin batu putih dan lain 
sebagainya. Sebelum adanya kegiatan pertambangan batu putih, 
masyarakat sekitar Desa Candirejo mayoritas bekerja diperantauan. 
Setelah dibukanya pertambangan batu putih di Desa Candirejo 
masyarakat sekitar beralih profesi di area pertambangan batu putih Desa 
Candirejo Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul. 133  
Dilihat dari segi lingkungan hidup, selama berlangsungnya 
kagiatan pertambangan di Desa Candirejo belum pernah terjadi kerusakan 
ekosistem ataupun pencemaran air. Menurut keterangan dari masyarakat 
Desa Candirejo radius 500 Meter dari area pertambangan, bahwa selama 
kegiatan pertambangan batu putih di Desa Candirejo masih ramah 
lingkungan. Kegiatan penambangan batu putih di Desa Candirejo 
dilakukan secara manual dengan alat bantu seperti linggis dan amer/palu, 
sehingga meminimalisir adanya kerusakan ekosistem darat. 134 
 Di musim kemarau sedikit terjadi polusi udara yang timbul dari 
debu-debu yang bertebaran dijalanan menuju area pertambangan yang 
 
132  Ngaliman, Penambang batu, wawancara  pribadi, 6 November  2019, Jam 11.40 WIB. 
133  Wandi, Penambang batu, wawancara  pribadi, 6 November  2019, Jam 13.00 WIB. 
134  Siman, Warga Desa Candirejo, wawancara  pribadi, 14 November  2019, Jam 10.00 
WIB. Waginem, Warga Desa Candirejo, wawancara  pribadi, 14 November  2019, Jam 10.15 
WIB. Patmo, Warga Desa Candirejo, wawancara  pribadi, 14 November  2019, Jam 11.00 WIB. 
Priyo, Warga Desa Candirejo, wawancara  pribadi, 14 November  2019, Jam 11.20 WIB. 
Saminem, Warga Desa Candirejo, wawancara  pribadi, 14 November  2019, Jam 13.00 WIB. 
 
 
 
 
dibawa dari truk-truk yang melintas mengangkut hasil tambang. Akan 
tetapi adanya polusi udara berupa debu-debu tersebut masyarakat tidak 
merisaukannya, karena mereka menyadari yang melakukan pertambangan 
dan yang menikmati hasil tambangnya juga masyarakat sekitar 
pertambangan batu putih Desa Candirejo. 135 
Selama ada kegiatan tambang di Dusun Ngentak telah tejadi 
musibah pada tahun 2014 yang menewaskan seorang penambang batu. 
Penyebab tewasnya korban tersebut karena saat menambang terdapat 
bongkahan batu yang jatuh menyerempet tubuh korban. Meskipun hanya 
menyerempet namun akibatnya fatal untuk korban. Maka perlu 
diperhatikan pentingnya K3 meskipun dalam penambangan batu hanya 
menggunakan alat non-mekanis. 136 
 
 
B. Pertambangan Rakyat Dukuh Jetak, Karangsari, Semin 
1. Profil Pertambangan 
Pertambangan di dukuh Jetak  dimulai sekitar tahun 50 tahun 
yang lalu dengan cara penambangan tradisonal tanpa menggunakan 
alat berat. Bahan tambang yang digali di Dukuh Jetak dari lapisan 
paling atas terdiri dari tanah humus; tanah liat untuk pembuatan 
genteng; kaulin kuning untuk bahan granol, pakan ayam dan polar;  
 
135  Suntar, Penambang Batu, Wawancara Pribadi, 06 November 2019, Jam 11.00 WIB. 
136  Yanto, Polisi Kehutanan Kabupaten Gunung Kidul, wawancara  pribadi, 6 November  
2019, Jam 15.00 WIB. 
 
 
 
 
kaulin putih untuk bahan gamping, kalsit, pasta gigi dan sabun mandi; 
batu feldspar lembut dan batu feldspar keras untuk bahan baku 
keramik dengan harga yang paling mahal. Untuk pengiriman bahan 
mentah terdapat 5 titik, 2 titik untuk bahan keramik, 3 titik untuk 
bahan gradol dan genteng. 137 
Untuk aktivitas pertambangan, mandor mengkontrak lahan 
tambang dari pemiliknya selama 1 sampai 5 tahun akan tetapi jika 
masa kontrak habis dan bahan galian masih ada maka masih bisa 
memperpanjang kontrak dengan harga Rp. 200.000.000 sampai Rp. 
250.000.000 setiap 5 tahun. Setiap titik, rata-rata terdapat 20 
penambang dengan gaji Rp. 75.000 - Rp. 80.000 setiap harinya. 138  
Penambangan dahulunya dilakukan dengan bantuan alat berat 
(backhoe), akan tetapi dari masyarakat tidak mengizinkan karena 
perizinannya bukan PT hanya sebatas pertambangan rakyat yang 
dilakukan secara manual untuk kesejahteraan rakyat. Dahulu 
penambangan digali dengan cara membuat rong-rong atau digali 
langsung pada lapisan terbawah dengan alasan memiliki nilai jual 
yang paling mahal. Akantetapi saat ini pertambangan dilakukan secara 
terbuka dari atas ke bawah untuk menghindari terjadinya longsor. 139 
Bahan mentah hasil tambang sebelum dikirim ke PT 
Sumflower, PT Kuda Laut, dan PT Walimas Surabaya, ditampung 
 
137  Basuki, Mandor, Wawancara Pribadi, 11 April 2019, jam 13.30 WIB. 
138  Ibid. 
139  Wardoyo, Mandor, Wawancara Pribadi, 16 November 2019, jam 14.00 WIB. 
 
 
 
 
terlebih dahulu di kelurahan Kepuh, Semin atau biasanya langsung 
dikirim ke Dusun Nambangan, Grogol, Weru dan Kecamatan 
Bekonang untuk campuran bahan membuat genteng. 140 
2. Perizinan Tambang Dusun Jetak 
Pertambangan di Dusun Jetak Desa Karangsari Kecamatan 
Semin sudah mengantongi perizinan dari Dinas Pertambangan Jogja. 
Jumlah pengelola pertambangan di Dusun Jetak sebanyak tujuh orang, 
diantaranya yaitu; Bapak Amper Raharjo, Bapak Joko Triwahyudi, 
Ibu Sintya, Bapak Yarto, Bapak Wardoyo, Bapak Budi Santoso dan 
Bapak Basuki. 141 
Pembuatan perizinan pertambangan rakyat di Desa Karangsari 
dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan dana dari 
pemerintah. Diantara pemilik IPR yang diproses secara mandiri yaitu 
Bapak Amper Raharjo dan Bapak Joko Triwahyudi. Alasan mereka 
memproses IPR secara mandiri yaitu karena mereka bekerja sama 
dengan PT besar di Surabaya yaitu dari PT Sumflower, PT Kuda Laut, 
dan PT Walimas. Jangka waktu pembuatan IPR secara mandiri juga 
lebih singkat yaitu selama 6 bulan, dibandingkan dengan bantuan 
perizinan dari pemerintah harus menunggu kurang lebih 1 tahun 
lamanya. 142 
 
140  Joko Tri Wahyudi, Mandor, Wawancara Pribadi, 16 November 2019, jam 14.15 WIB. 
141  Santoso, Pengurus Izin Pertambangan Rakyat Kecamatan Semin , wawancara pribadi, 
6 November 2019, Jam 15.20 WIB. 
142  Ibid. 
 
 
 
 
Sama seperti halnya pertambangan di Desa Candirejo, 
pertambangan di Desa Karangsari juga setiap bulan wajib membuat 
laporan hasil pertambangan dan mengikuti perkumpulan di Balai Desa 
Candirejo ataupun di Balai Desa Karangsari bersama kementrian 
ESDM dan IPR untuk menyampaikan keluh kesah proses pengelolaan 
pertambangan di Desa Karangsari. Setiap pemilik IPR di Dusun Jetak 
juga wajib dikenakan pajak sebesar 20% dari hasil penjualan setiap 
truknya. 143  
3. Upaya Reklamasi 
 Upaya reklamasi dari aktivitas pertambangan Dusuk Jetak, 
Karangsari, Semin, Gunung Kidul sudah sebagian berjalan. Lahan-
lahan pertanian dibuka dari area pasca  tambang di Dusun Jetak. 
Dengan dibukanya area pertanian, masyarakat sekitar Dusun Jetak 
bisa bercocok tanam padi, kedelai, kacang, jagung, dan tanaman 
palawija lainnya. 144 
4. Dampak Pertambangan 
Dilihat dari segi perekonomian, dengan adanya pertambangan 
di Dukuh Jetak sangat mengangkat nilai ekonomi masyarakat, 
meningkatkan pula upah para buruh tani yaitu sebesar Rp. 75.000- Rp. 
80.000 setiap harinya. Karena reklamasi dari aktivitas tambang di 
dusun Jetak yaitu dengan dibukanya area pertanian, jika upah buruh 
 
143  Joko Tri Wahyudi, Mandor, Wawancara Pribadi, 16 November 2019, jam 14.15 WIB. 
144  Tanem , Warga Dusun Jetak, Wawancara Pribadi, 16  November 2019, jam 14.20 
WIB. 
 
 
 
 
tani tidak diimbangi seperti upah penambang maka tidak ada yang 
mau sebagai buruh tani. 145 
Dari segi lingkungan hidup, selama berlangsungnya kagiatan 
pertambangan di Desa Karangsari belum pernah terjadi kerusakan 
ekosistem ataupun pencemaran air. Terbukti dengan masih adanya  
aliran sungai di dekat pertambangan Dusun Jetak yang terjaga dan 
airnya mengalir cukup jernih untuk mengairi lahan pertanian di Desa 
Karangsari.  Menurut keterangan dari masyarakat Dusun Jetak Desa 
Karangsari  radius 500 Meter dari area pertambangan, bahwa selama 
kegiatan pertambangan di Dusun Jetak ramah lingkungan. Karena 
kegiatan penambangan yang dahulunya menggunakan alat berat, saat 
ini sudah tidak diizinkan kembali dan dilakukan secara manual 
dengan alat bantu seperti linggis, cangkul dan amer/palu, sehingga 
meminimalisir adanya kerusakan ekosistem darat. 146  
Selama berlangsungnya pertambangan di Dusun Jetak, pada 
tahun 2014 terdapat korban meninggal dunia tertimbun longsoran 
tanah. Kecelakaan terjadi karena kelalaian korban sendiri 
menghiraukan mandor penambang yang sudah mengingatkan untuk 
istirahat karena curah hujan yang tinggi. Setelah meninggalnya Pak 
Sutar di lokasi pertambangan, aktivitas pertambangan sempat terhenti 
selama satu minggu. 147  
 
145  Basuki, Mandor, Wawancara Pribadi, 11 April 2019, jam 13.30 WIB. 
146  Amper Raharjo, Mandor, Wawancara Pribadi, 19 November  2019, jam 13.30 WIB. 
147  Prapto, Penambang, Wawancara Pribadi, 19 November 2019, jam 13.00 WIB. 
 
 
 
 
Kasus kecelakaan tambang juga terjadi akhir tahun 2015 
seorang pekerja tambang bernama Watimin warga Dusun Purwo, 
Desa Karangsari yang meninggal karena tertimpa reruntuhan batu 
diarea pertambangan di Alas Topak. Penyebab meninggalknya korban 
karena berusaha mencongkel batu dengan menggunakan linggis, tiba-
tiba batu yang dicongkel retak dan langsung runtuh menimpa korban. 
Untuk mengantisipasi terjadinya pertambangan liar dan terjadinya 
kecelakaan kerja, dari kantor Pemda pertambangan Gunung Kidul 
sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada warga.148 
 
C. Pertambangan Bukit Batu Kapur  Jentir, Sambirejo, Ngawen 
1. Profil Pertambangan 
Pertambangan batu kapur di Dusun Jentir Rt 03 Rw 06, Kel. 
Sambirejo, Kec. Ngawen, Kab. Gunung Kidul sudah dilakukan 
puluhan tahun yang lau. Dahulunya kegiatan pertambangan 
diperuntukan warga sekitar untuk peluasan jalan dan membuka lahan 
untuk pembangunan rumah. Akan tetapi saat ini maraknya 
pertambangan tujuan utamanya untuk meraih keuntungan ekonomi 
yang menjanjikan. 149  
Di Dusun Jentir terdapat beberapa lokasi pertambangan. Salah 
satu lokasi pertambangan terletak di sebelah timur jalan raya Ngawen 
yang terdapat dua titik pertambangan. Satu titik pertambangan 
 
148  Basuki, Mandor, Wawancara Pribadi, 19 November 2019, jam 13.10 WIB. 
149  Juminah, Warga Dusun Jentir, wawncara pribadi, 14 April 2019, Jam 10.00 WIB. 
 
 
 
 
dahulunya milik warga Ngawen namun saat ini telah dibeli secara 
penuh oleh warga Ceper dengan harga Rp. 100.000.000 sekitar tahun 
1990-an.150 Titik pertambangan yang kedua merupakan lahan milik 
warga Dusun Jentir yaitu, Bapak Miyodo, Bapak Paino dan Bapak 
Sugeng. Hasil pertambangan digunakan sebagai urug pembuatan 
pondasi rumah.151 
Di celah bebatuan yang ditambang muncul sumber mata air 
yang jernih. Sampai saat ini kedalaman air kurang lebih 2 meter. 
Belum ada upaya dari pemilik lahan ataupun warga sekitar untuk 
mengelola air terbut selain untuk membantu pengairan di area 
pertanian.  Menurut keterangan dari warga air tersebut merupakan 
rembesan dari akar-akar pohon di bukit yang belum ditambang. 152 
Lokasi kedua pertambangan batu kapur di Dusun Jentir yaitu  
di pekarangan keluarga Manto Miharjo warga dusun Jentir Rt 03 Rw 
06 Desa Sambirejo mulai berlangsung sekitar bulan Januari 2017. 
Pemangkasan batu menggunakan alat berat backhoe. Pemangkasan 
bukit dimulai dari bukit yang berdekatan dengan jalan raya, setelah itu 
kearah dalam yang dekat dengan rumah keluarga Manto Miharjo. 
Hasil dari pemangkasan bukit berupa batu putih dibawa beberapa 
truck untuk dipasarkan ke luar Kecamatan Ngawen. 153 
 
150  Ibid. 
151  Miyodo, Pemilik Lahan Pertambangan, wawncara pribadi, 20 November 2019, Jam 
15.30 WIB. 
152  Ibid. 
153  Ngadino, Warga Desa Sambirejo, Wawancara Pribadi, 14 April 2019, Jam 11.20 WIB. 
 
 
 
 
Mulai dari pemangkasan sampai penambangan sampai bawah, 
semua kegiatan pertambangan di Dusun Jentir menggunakan alat berat 
backhoe dan untuk menggempur batu yang besar menggunakan alat 
bantu breaker. Hasil dari pertambangan berupa batu putih dan tanah 
padas yang diperjual belikan ke Sukoharjo, Klaten dan daerah 
sekitarnya. Untuk setiap truk padas dihargai senilai Rp. 450.000,-. 
Setiap harinya rata-rata 20 truk mengangkut hasil tambang dari Dusun 
Jentir. 154 
 
 
2. Perizinan Tambang Dusun Jentir 
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Irawan 
Jatmiko yang menyatakan bahwa wilayah Dusun Jentir, Sumberejo, 
Ngawen bukan merupakan kawasan pertambangan. Maka dari itu jika 
terdapat aktivitas pertambangan di Dusun Jentir, Sumberejo, Ngawen 
merupakan pertambangan ilegal. 155 
Untuk saat ini salah satu kegiatan pertambangan berhenti 
karena permasalahan perizinan yang belum diselesaikan. Proses 
pengelolaan pertambangan di sebelah timur jalan raya Ngawen 
dahulunya milik warga Ngawen saat ini telah dibeli secara penuh oleh 
 
154  Paino,  Pemilik Lahan Pertambangan, wawncara pribadi, 20 November 2019, Jam 
15.40 WIB. 
155 Rendika Feri, Longsor di Ngawen Tewaskan 2 Orang Diduga Akibat Penambangan Liar 
Polisi Investigasi, 2017,  https://jogja.tribunnews.com diakses pada hari Rabu, 21  November  
2019  pada pukul 21.45 WIB. 
 
 
 
 
warga Ceper dan sementara berhenti pada akhir tahun 2018. Kegiatan 
pertambangan sementara berhenti karena perizinan yang belum jelas 
dan perizinan yang belum ditanggapi oleh pemerintah. Hasil tambang 
masih di bawah lokasi pertambangan dan biaya solar untuk mengeruk 
padas yang menggunakan backhoe  senilai Rp. 3.000.000,-  juga 
belum dibayar. 156 Akan tetapi masih terdapat kegiatan pertambangan 
di sebelah timur jalan raya Ngawen milik warga Dusun Jentir yang 
berjalan secara ilegal tanpa ada perizinan dari Pemerintah. Menurut 
keterangan dari pemilik lahan pertambangan, semua pertambangan di 
Kecamatan Semin masih ilegal. Para penambang belum membuat izin 
pertambangan dengan alasan ribet dan mahalnya proses pembuatan 
perizinan. 157  
Dari adanya pertambangan, para pemilik lahan juga dimintai 
dana untuk pemuda Dusun Jentir, untuk blok dusun Jentir. Dari dana 
tersebut digunakan untuk perbaikan jalan yang rusak karena dilewati 
truk muatan berat hasil tambang dan untuk tambahan dana  Dusun 
Jentir Rt 03 Rw 06 Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten 
Gunung Kidul. 158 
Tahun 2017 perizinan tambang di pekarangan keluarga Manto 
Miharjo warga Dusun Jentir Rt 03 Rw 06 Desa Sambirejo diproses 
oleh Mugiyo yang merupakan  putera Manto miharjo, akan tetapi 
 
156  Juminah, Warga Dusun Jentir, wawncara pribadi, 14 April 2019, Jam 10.00 WIB. 
157  Miyodo, Pemilik Lahan Pertambangan, wawncara pribadi, 20 November 2019, Jam 
15.30 WIB. 
158  Ibid. 
 
 
 
 
perizinan yang dilakukan tersebut bukan merupakan izin 
penambangan melainkan sebatas perluasan halaman rumah dengan 
cara memangkas batu kapur yang berada di belakang rumahnya. 
Terungkapnya praktek tambang liar tersebut setelah terjadinya 
longsoran batu besar di arena bekas tambang. 159 
3. Upaya Reklamasi 
Lokasi setelah pertambangan di Dusun Jentir, Sambirejo, 
Ngawen, Gunung Kidul dimanfaatkan oleh pemilik lahan sebagai area 
pertanian padi, jagung dan kacang-kacangan. Menurut keterangan dari 
pemilik lahan tanah pasca pertambangan  menghasilkan tanaman yang 
bagus.  Selain sebagai area pertanian, karena lokasi pertambangan 
diseberang jalan raya yang dilalui para wisatasan yang menuju pantai 
selatan, direncanakan akan didirikan rumah makan dan rest area. 160 
4. Dampak Pertambangan 
Selama kegiatan pertambangan di sebelah timur jalan raya 
Ngawen Dusun Jentir, Sambirejo, Ngawen Gunung Kidul lokasi ini 
belum pernah terjadi kecelakaan atau korban, hanya saja terdapat 
kendala backhoe yang kesulitan jalan dimedan pertambangan di 
musim penghujan. Menurut keterangan dari warga, kegiatan 
pertambangan ini akan tetap dilanjutkan kembali di musim kemarau. 
 
159  Tukimin, Pemangkas bukit, Wawancara pribadi, 25 Februari 2019, Jam 07.00 WIB. 
160  Sugeng, Pemilik Lahan Pertambangan, wawncara pribadi, 20 November 2019, Jam 
14.30 WIB. 
 
 
 
 
Akses jalan menuju pertambangan juga sering mengalami kerusakan 
akibat dari lalu lintas truk muatan berat dari pertambangan. 161 
Dampak pertambangan yang paling parah yaitu setelah dua 
bulan berjalannya kegiatan pemangkasan bukit di pekarangan Manto 
Miharjo. Terjadi longsor pada hari Jumat 03 Maret 2017 sore hari 
ketika hujan menerjang deras. Longsoran batu menewaskan sepasang 
suami istri Manto Miharjo dan Tugiyem, merusak rumah keluarga 
Manto Miharjo beserta 3 truck dan backhoe yang biasa digunakan 
untuk mengangkut batu dan memangkas bukit. Terjadinya longsor 
disebabkan karena kelalaian pemilik usaha tambang dalam proses 
pemangkasan bukit, sehingga tidak kuat menopang tanah yang berada 
diatasnya. Dari peristiwa tersebut, putera korban yang menyalahi 
aturan dalam proses pertambangan ditetapkan menjadi tersangka.162 
Sebelum terjadinya longsor, kegiatan pemangkasan bukit 
tersebut juga sudah pernah ditertibkan oleh dinas terkait dan 
kepolisian. Salah satu truk milik tersangka juga ditahan di kejaksaan 
dalam kasus pelanggaran pertambangan. Untuk saat ini sudah tidak 
ada lagi aktivitas pemangkasan bukit akan tetapi batu-batuan sisa 
tambang dan batu dari longsoran masih  diolah secara manual 
dimanfaatkan untuk bahan pondasi rumah.163 
 
 
161  Juminah, Warga Dusun Jentir, wawncara pribadi, 14 April 2019, Jam 10.00 WIB. 
162  Ngadino, Warga Desa Sambirejo, Wawancara Pribadi, 14 April 2019, Jam 11.20 WIB. 
163  Tukimin, Pemangkas bukit, Wawancara pribadi, 25 Februari 2019, Jam 07.00 WIB. 
 
 
 
 
D. Pertambangan Bukit Batu Dusun Sumberan, Tancep, Ngawen 
1. Profil Pertambangan 
Penambangan di Dusun Sumberan, Desa Tancep, Kecamatan 
Ngawen dimulai sejak tahun 2016. Terdapat 2 titik penambangan di 
Dusun Tancep. Penambangan batu gamping di Dusun Sumberan 
menggunakan sistem penambangan yang digunakan berupa tambang 
terbuka. Kegiatan penambangan batu gamping melalui serangkaian 
proses diantaranya pengupasan lapisan penutup, pembongkaran, 
pemuatan  dan pemasaran.  
Pemilik lahan pertambangan merupakan warga Dusun 
Sumberan, akan tetapi pengelola pertambangan merupakan warga 
pendatang. Masyarakat sekitar pertambangan juga tidak mengetahui 
profil para penambang. Sebuah  exavator atau backhoe dan sedikitnya 
6 dump truk digunakan untuk menggempur bukit batu dan tanah yang 
akan dibawa ke lain daerah.164 
2. Perizinan Tambang Dusun Sumberan 
Aktivitas pertambang ilegal di wilayah Desa Tancep sudah 
berlangsung lama. Adapun modus dalam menjalankan aktivitas ini 
dengan alasan meratakan tanah milik warga. Dari pihak Kecamatan 
Ngawen juga sudah menghimbau untuk menghentikan aktivitas 
penambangan ilegal tersebut dan disarankan untuk segera mengurus 
 
164 Ngadiman, Warga Dusun Sumberan, Wawancara Pribadi, 14 April 2019, Jam 11.00 
WIB. 
 
 
 
 
perizinan, akan tetapi seruan tersebut tidak dihiraukan oleh 
penambang. 
Setelah setengah tahun berlangsungnya aktivitas pertambangan, 
pada bulan Mei 2017 Ir. Pramuji Ruswandono selaku Kepala 
pengawasan dan pengendalian Energi Sumber Daya Mineral wilayah 
Kabupaten Gunung Kidul mendatangi dan mendesak pengelola untuk 
mengurus perizinan. Pihak kepolisian juga sudah menghentikan 
aktivitas tambang ilegal di Dusun Sumberan. Akan tetapi pengelola 
tambang masih nekat untuk melanjutkan penambangan.165 Di titik 
lokasi pertambangan tanah padas, setelah adanya desakan dari Pimda 
Gunung kidul mulai berhenti ketika memasuki musim penghujan 
November 2018.166 
Memasuki musim kemarau, aktivitas pertambangan mulai 
beroperasi lagi dan membuat keresahan warga. Sedikitnya 181 warga 
masyarakat Desa Tancep menolak adanya pertambangan. Bentuk 
protes terhadap aktivitas pertambangan rakyat, warga bersama-sama 
dengan Kepala Desa Tancep membuat petisi penolakan dengan 
membubuhkan tanda tangan di beberapa lembar kertas dan diserahkan 
ke Kodim 0730/GK Letkol Noppy Laksana Armiyanto, pada hari 
Senin 19 Agustus 2019.  Beruntung Letkol Noppy Laksana Armiyanto 
berani menghentikan pertambangan. Aksi pertambangan liar di 
 
165 Fajar Risdiyanta, Tambang Ilegal Ngawen, 2017, http://www.gunungkidul. sorod.co.id, 
diakses pada hari Sabtu, 13  April 2019  pada pukul 09.20 WIB. 
166 Ngadiman, Warga Dusun Sumberan, Wawancara Pribadi, 14 April 2019, Jam 11.00 
WIB. 
 
 
 
 
Gunung Kidul tergolong nekat, para penambang mengaku dibackingi 
petinggi TNI AD dan Polisi, pelaku juga nekat mau menyuap 
Kodim.167 
Kepala Desa Tancep Bapak Sunardi mengatakan bahwa 
sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Tancep aktivitas 
pertambangan sudah berjalan. Kepala Desa juga sudah memberi surat 
teguran kepada penambang untuk menghentikan peertambangan atau 
segera membuat perizinan tambang. Akan tetapi teguran dari Kepala 
Desa juga tidak dihiraukan, dan Kepala Desa juga tidak mempunyai 
kewenangan untuk menutup pertambangan karena yang berhak 
menangani adalah pihak provinsi. Kepala Desa hanya bisa sekedar 
menegur dan melakukan antisipasi terhadap keamanan lingkungan. 168 
Pertambangan di wilayah Tancep mulai berhenti sejak 
dilakukan penertiban oleh Komandan Kodim Kabupaten Gunung 
Kidul bulan Agustus 2019 sampai sekarang. Jalan menuju area 
pertambangan oleh warga sekitar ditutup dengan tumpukan batu 
supaya tidak bisa dilalui oleh truk.169 
3. Upaya Reklamasi 
Upaya rencana kegiatan reklamasi dari pertambangan di Dusun 
Sumberan, Tancep, Ngawen, Gunung Kidul dimanfaatkan sebagai 
 
167 Suharjono, Ratusan Warga Nyatakan Penolakan Tambang Ilegal di Ngawen, 2019,  
https://jateng.sindonews.com,  diakses pada hari Jumat, 21  November 2019  pada pukul 16.56 
WIB. 
168 Sunardi, Kepala Desa Tancep, Wawancara Pribadi, 21 November 2019, Jam 11.00 
WIB. 
169  Ibid. 
 
 
 
 
lahan petanian padi, kedelai, jagung, kacang, dan lain sebagainya, 
lahan perkebunan, penanaman pohon jati dan akasia serta pembuatan 
jenjang. 
 
 
4. Dampak Pertambangan 
Dari segi ekonomi, dengan adanya pertambangan di Dusun 
Sumberan tidak sepenuhnya membawa keberkahan bagi masyarakat 
luas. Hanya para pemilik lahan dan para pengangkut hasil tambang 
yang menikmati hasil pertambangan. 
Menurut keterangan dari warga selama ada pertambangan 
tanah padas dan batu putih di Dusun Sumberan sangat meresahkan 
masyarakat. Dari aktivitas pertambangan mengakibatkan kerusakan 
lingkungan, menimbulkan polusi udara, jalanan menjadi rusak, dan di 
musim penghujan jalanan menjadi licin karena ceceran material yang 
diangkut truk penambang. Masyarakat wilayah Desa Tancep juga 
takut akan adanya ancaman longsor dari aktivitas pertambangan. 
Selama aktivitas penambangan belum pernah terjadi kecelakaan yang 
menimbulkan korban jiwa, hanya saja sering terjadi kerusakan mesin 
pengeruk dan jatuhnya backhoe dari atas bukit.170  
 
 
170 Rubinem, Warga Dusun Sumberan, Wawancara Pribadi, 14 April 2019, Jam 11.20 
WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
TINJAUAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONNESIA N0. 22 TAHUN 
2011 TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN DI 
KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN SEMIN NGAWEN 
GUNUNG KIDUL 
 
A. Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang di Kawasan Peruntukan 
Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen Kabupaten 
Gunung Kidul 
Pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan Kecamatan 
Semin dan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul berupa batu putih 
dan kalsit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 
pertambangan di Kawasan Peruntukan Penambangan Semin dan Ngawen 
 
 
 
 
tergolong bahan galian C atau bahan galian industri yang dapat diusahakan 
oleh rakyat ataupun badan usaha milik rakyat. 
Sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 
2004, Kawasan peruntukan pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Gunung Kidul termasuk jenis Wilayah Pertambangan 
Rakyat (WPR), yaitu bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) tempat 
dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.171 Secara otomatis dalam 
aktivitas pertambangan menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk 
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat 
 
171  Subagdja Prawata, Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara), (Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2003), hlm. 9. 
  
 
 
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.172 IPR diberikan pada wilayah 
yang telah ada kegiatan pertambangan rakyat sekurang-kurangnya 15 tahun 
dan perizinan harus diperbarui atau diperpanjang setiap lima tahun sekali.173 
IPR hanya diperuntukan kepada penduduk setempat yang hendak mengelola 
bahan galian yang terdapat disuatu area yang termasuk dalam Wilayah 
Pertambangan Rakyat (WPR). 174 Izin Pertambangan Rakyat bisa diproses 
secara mandiri dengan biaya sendiri atau dengan bantuan dari pemerintah 
yang gratis. 175 
Pertambangan Rakyat di Kawasan Peruntukan Penambangan Semin 
Ngawen Gunung kidul rata-rata merupakan pertambangan rakyat 
perseorangan dengan luas areal maksimum 1 Ha. Sebagai pemegang Izin 
Pertambangan Rakyat, mempunyai hak dan kewajiban. Diantara hak 
pemegang Izin Pertambangan Rakyat yaitu mendapatkan pembinaan dan 
pengawasan dibidang K3, lingkungan, teknis pertambangan, dan  menejemen 
dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang dilakukan satu bulan 
sekali untuk wilayah Kawasan Peruntukan Penambangan Semin Ngawen 
Gunung Kidul. Serta mendapatkan bantuan modal bagi pemegang Izin 
Pertambangan Rakyat.176 
 
172 Hasan Ismail, Dkk, Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik 
Pembangunan di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Insprirasi Indonesia, 2018), hlm. 33. 
173  Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik ... , hlm. 98. 
174  Irwandy Arif, Nikel Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 172. 
175  Santoso, Pengurus Izin Pertambangan Rakyat Kecamatan Semin , wawancara pribadi, 
6 November 2019, Jam 15.20 WIB. 
176  Nanang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2013), hlm. 99. 
  
 
 
 
B. Tinjauan Pertambangan Ramah Lingkungan 
Kewajiban yang harus dilakukan pemegang IPR di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen  untuk mewujudkan pertambangan 
ramah lingkungan diantaranya yaitu yaitu: Melaksanakan kegiatan 
pertambangan paling lama tiga bulan setelah IPR diterbitkan, dalam waktu 
tiga bulan pemilik lahan pertambangan harus selesai dalam proses 
pengupasan; mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
k3, lingkungan, teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi 
standar yang berlaku; Melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama 
pemerintah daerah; membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan 
menyampaikan laporan kegiatan secara berkala. Akan tetapi di lokasi 
pertambangan di Kecamatan Semin dan Ngawen belum semuanya sudah 
menerapkan pertambangan ramah lingkungan, diantaranya yaitu di lokasi 
tambang Dusun Jentir dan Susun Sumberan Kecamatan Ngawen.  
Karena pertambangan di Kawasan Peruntukan Penambangan Semin 
dan Ngawen tergolong bahan galian C yang termasuk sumber daya alam 
nonrenewable resource atau sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui 
maka harus dilakukan  konservasi sumber daya alam supaya tidak cepat habis 
daripada yang telah diperbarui. 177 
 
 
177  Mudofir Abdullah, “Argumentasi Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertimggi 
Syariah”, Desertasi, tidak diterbitkan, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015, hlm. 59. 
  
 
 
C. Tinjauan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah 
Lingkungan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang di 
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Gunung Kidul. 
Dilihat dari ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 
Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan bahwa, pertambangan 
boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak 
mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. Dalam pelaksanaan 
pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: harus sesuai 
dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan; 
harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku 
kepentingan (stake holders); pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green 
mining); tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta 
perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan; melakukan reklamasi, 
restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan; pemanfaatan hasil tambang 
harus mendukung ketahanan nasional dan perwujudan kesejahteraana 
masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan memperhatikan tata guna lahan 
dan kedaulatan teritorial. Dalam aktivitas pertambangan wajib menghindari 
kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut; 
menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air); 
menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang 
berada di sekitarnya; menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat 
  
 
 
pemanasan global; mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar; dan 
mengancam kesehatan masyarakat. 178 
Berdasarkan hasil penelitian di Kawasan Peruntukan Pertambangan 
Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul 
Yogyakarta, dapat diketahui pengelolaan sumber daya alam tambang yang 
dapat dikaji menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indoesia No. 22 Tahun 2011 
tentang pertambangan ramah lingkungan. Maka untuk menganalisis hal-hal 
tersebut, peneliti menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut: 
1. Perizinan Tambang 
Sesuai dengan ketentuan hukum Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 
tentang pertambangan ramah lingkungan nomer 2 huruf a bahwa, 
pelaksanaan pertambangan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang 
dan mekanisme perizinan yang berkeadilan. Perizinan pengelolaan sumber 
daya alam tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Kecamatan 
Semin dan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul sudah ada yang 
legal dan masih banyak yang ilegal.  
Pertambangan batu putih di Dusun Ngentak Desa Candirejo 
Kecamatan Semin merupakan pionir dalam pembuatan Izin Pertambangan 
Rakyat di Kabupaten Gunung Kidul. Sejumlah 16 pemilik lahan tambang 
sudah memegang Izin Pertambangan Rakyat, akan tetapi masih terdapat 40 
pemilik lahan yang belum memegang Izin Pertambangan Rakyat akan 
 
178 Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah 
Lingkungan (dalam putusan). Hlm. 11. 
  
 
 
tetapi sudah melakukan aktivitas pertambangan yang menimbulkan 
kesenjangan sosial antar penambang.179 
Pertambangan tanah putih di Dusun Jetak Desa Karangsari 
Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul sebanyak tujuh pemilik lahan 
sudah mengantongi izin pertambangan dari Dinas Pertambangan Jogja. 
Pemegang IPR mendapatkan izin ada yang dengan bantuan dari 
pemerintah sejumlah lima pemegang dan dilakukan secara mandiri 
sejumlah dua orang. Pemegang IPR diantaranya yaitu Bapak Amper 
Raharjo, Bapak Joko Triwahyudi, Ibu Sintya, Bapak Yarto, Bapak 
Wardoyo, Bapak Budi Santoso dan Bapak Basuki. 180   
Di pertambangan batu putih Kawasan Peruntukan Pertambangan 
Kecamatan Ngawen mayoritas belum mengantongi izin pertambangan. 
Dua desa di Kecamatan Ngawen yaitu Desa Sambirejo dan Desa Tancep 
masih ilegal. Para pemilik lahan mengaku belum mengurus perizinan 
karena keterbatasan biaya, dan ribetnya dalam mengurus izin. Satu titik 
lokasi pertambangan di sebelah timur jalan raya Ngawen di Dusun Jentir 
Rt 03 Rw 06 Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen sampai saat ini masih 
berlangsung aktivitas tambang ilegal. Pertambangan di Dusun Sumberan 
Desa Tancep Kecamatan Ngawen mulai berhenti di bulan Agustus 2019 
karena diberhentikan oleh Kodim Kabupaten Gunung Kidul pada hari 
Senin 19 Agustus 2019. Pemberhentian tersebut dilakukan karena adanya 
 
179  Santoso, Pengurus Izin Pertambangan Rakyat Kecamatan Semin , wawancara pribadi, 
14 November 2019, Jam 11.20 WIB. 
180  Santoso, Pengurus Izin Pertambangan Rakyat Kecamatan Semin , wawancara pribadi, 
6 November 2019, Jam 15.20 WIB. 
  
 
 
desakan dari warga masyarakat Desa Tancep yang membuat petisi 
meminta ditutupnya aktivitas tambang ilegal yang meresahkan 
masyarakat.  
2. Reklamasi Tambang 
Reklamsi pascatambang merupakan salah satu syarat yang harus 
dipenuhi dalam pelaksanaan pertambangan yang diatur dalam ketentuan 
hukum Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah 
lingkungan nomer 2 huruf e. Reklamasi harus dilakukan bertujuan untuk 
meningkatkan produktivitas lahan bekas tambang antara lain untuk 
produksi tanaman pertanian, memperbaiki atau menata kegunaan lahan 
yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan agar dapat berfungsi 
kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.  
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilisati dan Reklamasi Hutan, bahwa setiap penambang harus 
melakukan reklamasi pada lokasi-lokasi yang sudang ditambang meskipun 
aktivitas pertambangan secara keseluruhan masih berjalan.181  
Lokasi pertambangan batu putih Dusun Ngentak Kelurahan 
Candirejo Kecamatan Semin sampai saat ini belum ada upaya reklamasi. 
Karena  lahan bekas tambang merupakan bebatuan yang masif dan sulit 
untuk ditanami jika tidak ada upaya yang lebih lanjut maka lahan bekas 
tambang hanya dibiarkan. Cekungan-cekungan besar dari bekas 
pertambangan yang dibiarkan di musim penghujan terisi air hujan dan 
 
181 Fahruddin, Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis: Biological 
Management of Mining Waste (IND SUB), (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2018), hlm. 196. 
  
 
 
rembesan air dari bawah yang menampakkan seperti kolam-kolam besar 
berwarna biru biasa warga menyebutnya telaga biru yang menarik 
perhatian setiap orang yang datang. 
Rencana reklamasi di kawasan peruntukan pertabangan Kecaman 
Semin dan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul berupa bahan 
galian C, dibeberapa titik sudah ada upaya untuk menjadikan lahan bekas 
tambang dijadikan sebagai lahan persawahan. Lahan persawahan hasil dari 
reklamasi bisa ditanami padi, kedelai, kajang hijau, jagung dan tanaman 
palawija lainnya juga ditanami kembali pepohonan seperti pohon jati, 
pohon mahoni, pohon akasia dan lainnya. Rencana reklamasi yang sudah 
berjalan diantaranya yaitu lokasi pertambangan di Dusun Jetak Kelurahan 
Karangsari Kecamatan Semin, Dusun Jentir Kelurahan Sambirejo 
Kecamatan Ngawen dan di Dusun Sumberan Kelurahan Tancep 
Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul. 
Interaksi yang kurang baik dengan sumber daya alam dan bahaya 
lingkungan dari dampak pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan 
atau dengan dibiarkan saja tanpa ada pemanfaatan. Oleh karena itu, mahaj 
Islam dalam menjaga sumber daya alam dan melawan eksploitasi tidak 
hanya dengan mengarahkan penggunaannya, akan tetapi juga disarankan 
untuk melindungi dan menjaganya dengan memanfaatkan dan 
  
 
 
mengembangkannya apa yang telah dipergunakan mempunyai ganti untuk 
mengembangkannya lagi.182 
3. Dampak Pertambangan 
Adanya aktivitas pertambangan bahan galian C di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Gunung Kidul membawa dampak positif dan juga tidak luput 
dari dampak negatif. Untuk mengantisipasi adanya dampat negatif yang 
muncul, dalam ketentuan hukum Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang 
pertambangan ramah lingkungan menjelaskan bahwa suatu aktivitas 
pertambangan diperbolehkan asalkan tidak mendatangkan kerusakan, 
pencemaran lingkungan, merusak ekosistem darat dan laut, pencemaran air 
serta daur hidrologi, menyebabkan polusi udara, mempercepat pemanasan 
global, mendorong proses kemiskinan masyarakat sekitar dan mengancam 
kesehatan masyarakat. Dan dalam aktivitas pengelolaan suber daya alam 
tambang juga harus mendatangkan dampak positif yaitu bisa 
mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat UUD. 
Dampak positif dari adanya aktivitas pertambangan di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Gunung Kidul. diantaranya yaitu: dilihat dari segi ekonomi, 
selama berlangsungnya pertambangan di Desa Candirejo Kecamatan  
Semin sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar 
pertambangan. Karena merupakan pertambangan rakyat aktivitas 
 
182  Jaribah bin Ahmad Al-Hritsi, Fikih Ekonomi Umar, (Jeddah Saudi Arabia: Dar Al-
Andalus Al-Khadra, 2003), hlm. 713. 
  
 
 
pertambangan dilakukan secara manual yang dikerjakan oleh masyarakat 
sekitar, dan dari hasil tambang masyarakat bisa membuka usaha kerajinan 
dari batu putih yang membutuhkan banyak tenaga kerja dari masyarakat. 
Dampak positif dari aktivitas pertambangan juga dirasakan oleh 
masyarakat Dusun Jetak Kelurahan Karangsari Kecamatan Semin. Setelah 
adanya pertambangan berdampak positif terhadap perekonomian 
masyarakat, diantaranya yaitu selain menjadi tenaga pertambangan rakyat 
para buruh tani juga ikut merasakan pengaruh adanya pertambangan 
karena upah buruh tani meningkat sebesar Rp. 75.000.000 - Rp. 
80.000.000 setiap harinya. Kenaikan upah buruh tani dinaikkan untuk 
menyeimbangkan antara upah buruh tenaga tambang dan upah buruh tani, 
karena upaya reklamasi pascatambang di Desa Karangsari yaitu dibukanya 
lahan pertanian. 
Dampak positif pertambangan  di Kawasan Peruntukan 
Pertambangan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul hanya 
dirasakan oleh pemilik lahan pertambangan. Karena proses pengelolaan 
tambang yang masih ilegal dan dilakukan dengan bantuan alat berat tanpa 
membutuhkan tenaga kerja banyak dari warga masyarakat sekitar. 
Dampak negatif yang pernah terjadi atau masih terjadi di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen 
diantaranya yaitu di lokasi pertambangan batu putih Desa Candirejo di 
musim kemarau terasa dampak negatif berupa polusi udara yang timbul 
dari debu-debu yang bertebaran dijalanan menuju area pertambangan 
  
 
 
dibawa dari truk-truk yang berlalulalang mengangkut hasil tambang. dan 
telah tejadi musibah pada tahun 2014 yang menewaskan seorang 
penambang batu karena saat menambang terdapat bongkahan batu yang 
jatuh menyerempet tubuh korban. 
Selama berlangsungnya pertambangan di Dusun Jetak Kelurahan 
Karangsari Kecamatan Ngawen, pada tahun 2014 terdapat seorang korban 
meninggal dunia tertimbun longsoran tanah. Musibah tersebut terjadi 
akibat kelalaian dari korban sendiri yang tidak menghiraukan seorang 
mandor yang mengingatkan untuk berhenti bekerja karena kondisi hujan 
yang yang deras. Dari kejadian tersebut aktivitas pertambangan sempat 
terhenti selama satu minggu. Kasus kecelakaan tambang juga terjadi akhir 
tahun 2015 seorang pekerja tambang yang meninggal dunia karena 
tertimpa reruntuhan batu diarea pertambangan di Alas Topak. Penyebab 
meninggalknya korban karena berusaha mencongkel batu dengan 
menggunakan linggis, tiba-tiba batu yang dicongkel retak dan langsung 
runtuh menimpa korban. 
Dampak negatif pertambangan yang berlokasi di Dusun Jentir 
Kelurahan Sambirejo Kecamatan Ngawen yang paling parah yaitu setelah 
dua bulan berjalannya aktivitas ilegal pemangkasan bukit di pekarangan 
Manto Miharjo, terjadi longsor pada hari Jumat 03 Maret 2017 sore hari 
ketika hujan menerjang deras. Longsoran batu menewaskan sepasang 
suami istri Manto Miharjo dan Tugiyem, merusak rumah keluarga Manto 
Miharjo beserta 3 truck dan backhoe yang biasa digunakan untuk 
  
 
 
mengangkut batu dan memangkas bukit. Terjadinya longsor disebabkan 
karena kelalaian pemilik usaha tambang dalam proses pemangkasan bukit, 
sehingga tidak kuat menopang tanah yang berada diatasnya. Dan sampai 
saat ini akses jalan menuju pertambangan di Dusun Jentir juga sering 
mengalami kerusakan akibat dari lalu lintas truk muatan berat dari 
pertambangan. 
Dari penelitian yang dilakukan oleh Petrus Salestianus diperoleh 
hasil tingkat kerusakan lingkungan fisik dari aktivitas pertambangan di 
Desa Sumberan Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul 
dari hasil pengharkatan pada setiap parameter mengalami kerusakan 
perubahan lahan termasuk dalam kategori Ringan, Sedang hingga 
Rusak.183 Selama berlangsungnya membuat keresahan bagi masyarakat 
Desa Tancep. Dari aktivitas pertambangan di Desa Tancep banyak 
menimbulkan dampak negatif diantaranya yaitu, mengakibatkan kerusakan 
lingkungan, menimbulkan polusi udara, jalanan menjadi rusak, dan di 
musim penghujan jalanan menjadi licin karena ceceran material yang 
diangkut truk penambang. Masyarakat wilayah Desa Tancep juga takut 
akan adanya ancaman longsor dari aktivitas pertambangan meskipun 
selama adanya aktivitas pertambangan belum pernah memakan korban 
jiwa. 
 
183  Petrus Salestianus, “Identifikasi Dampak Lingkungan Fisik Akibat Penambangan Batu 
Gamping di Desa Sumberan Tancep Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul Daerah 
Istimewa Yogyakarta”, Tesis, tidak diterbitkan, UPN Veteran Yogyakarta, 2015, hlm.1. 
  
 
 
Meskipun dalam aktivitas pertambangan membawa keuntungan 
bagi pemilik lahan, tenaga kerja tambang dan para pengangkut hasil 
tambang akan tetapi mengakibatkan resiko dan bahaya yang lebih besar 
dan mebuat keresahan bagi masyarakat sekitar area pertambangan. 
Sehingga lebih baik untuk dihentikan sesuai dengan kaidah Ushul Fikih:  
 َد ْر ُء  ْل ا َم َف ِس ا ْد  ُم َق هد  ُم  َع َل َج ى ْل ِب  ْل ا َم َص ِل اح    
Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan dari pada mengambil 
kemaslahatan.184 
 
Kecerobohan manusia dalam pengelolaan tergadap sumber-sumber 
daya alam mengakibatkan dampak krisis lingkungan yang mencakup air, 
tanaman, tanah dan udara. Hal tersebut terjadi karena tercemar oleh tiga 
teknologi utama yaitu: teknologi industri, teknologi transportasi, dan 
teknologi energi. Selain itu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 
akibat pertumbuhan penduduk yang pesat barang tentu pasti diikuti dengan 
meningkatnya permintaan terhadap ketersediaan sumber daya alam. 
Apalagi bila degredasi sumber daya alam dan pencemaran yang jauh lebih 
tinggi dibandingkan degredasi lingkungan yang ujung-ujungnya 
penghancuran terhdap diri manusia itu sendiri.185 
Untuk menyelamatkan sumber daya alam dan bumi dari 
kehancuran dan krisis yang akut, diperlukan perhitungan yang cermat dan 
menyeluruh terhadap potensi, persebaran dan sifatnya dibandingkan 
 
184 Pudjihardjo, Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam, (Surabaya: Universitas 
Brawijaya Press, 2017), hlm. 136. 
185 Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan: Argumen Koncervasi 
Lingkungan Sebagai Tujuan Syariah, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 68-69. 
  
 
 
dengan pertumbuhan kebutuhan manusia dan pembangunan yang terus 
meningkat. Tujuannya untuk menjamin terpenuhinya pemanfaatan lestari 
yang menjamin pemenuhan kebutuhan bagi masa depan. 186 
 
Berikut tabel hasil analisis Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang 
Pertambangan Ramah Lingkungan dengan Hasil Penelitian di KPP Semin 
Ngawen Gunung Kidul : 
Tabel 2 
Kesesuaian Pertambangan Batu Putih Desa Ngentak Candirejo Semin 
 
No. Ketentuan Hukum Nomer Sesuai  Tidak 
1. Untuk kepentingan kemaslahatan umum 1 √  
2. Mempunyai izin resmi  2 a √ √ 
3. Sesuai dengan perencanaan tata ruang  2 a √  
4. Melakukan studi kelayakan yang 
melibatkan masyarakat pemangku 
kepentingan 
2 b √  
5. Ramah lingkungan 2 c √  
6. Tidak mendatangkan kerusakan 2 d √  
7. Tidak mendatangkan pencemaran 
lingkungan 
2 d √  
8. Adanya pengawasan berkelanjutan 2 d √  
9. Adanya upaya reklamasi 2 e  √ 
 
186 Ibid., hlm. 109. 
  
 
 
10. Mendukung ketahanan nasional 2 f √  
11. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat 2 f √  
12. Memperhatikan tataguna lahan dan 
kedaulatan teritorial 
2 g √  
13. Tidak menimbulkan kerusakan ekosistem 
darat 
3 a √  
14. Tidak menimbulkan pencemaran air serta 
rusaknya daur hidrologi 
3 b √  
15. Tidak menyebabkan kepunahan/ 
terganggunya keanekaragaman hayati 
3 c √  
16. Tidak menyebabkan polusi udara dan 
pemanasan global 
3 d √  
17. Tidak mendorong poses kemiskinan 
masyarakat 
3 e √  
18. Tidak mengancam kesehatan masyarakat 3 f √  
Sumber: Hasil wawancara dan observasi di pertambangan batu putih Desa 
Ngentak Candirejo Semin. 
 
 
 
Tabel 3 
Kesesuaian Pertambangan Tanah Putih Desa Jetak Karangsari Semin 
 
No. Ketentuan Hukum Nomer Sesuai  Tidak 
  
 
 
1. Untuk kepentingan kemaslahatan umum 1 √  
2. Mempunyai izin resmi  2 a √  
3. Sesuai dengan perencanaan tata ruang  2 a √  
4. Melakukan studi kelayakan yang 
melibatkan masyarakat pemangku 
kepentingan 
2 b √  
5. Ramah lingkungan 2 c √  
6. Tidak mendatangkan kerusakan 2 d √  
7. Tidak mendatangkan pencemaran 
lingkungan 
2 d √  
8. Adanya pengawasan berkelanjutan 2 d √  
9. Adanya upaya reklamasi 2 e √  
10. Mendukung ketahanan nasional 2 f √  
11. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat 2 f √  
12. Memperhatikan tataguna lahan dan 
kedaulatan teritorial 
2 g √  
13. Tidak menimbulkan kerusakan ekosistem 
darat 
3 a √  
14. Tidak menimbulkan pencemaran air serta 
rusaknya daur hidrologi 
3 b √  
15. Tidak menyebabkan kepunahan/ 
terganggunya keanekaragaman hayati 
3 c √  
  
 
 
16. Tidak menyebabkan polusi udara dan 
pemanasan global 
3 d √  
17. Tidak mendorong poses kemiskinan 
masyarakat 
3 e √  
18. Tidak mengancam kesehatan masyarakat 3 f √  
Sumber: Hasil wawancara dan observasi di pertambangan tanah putih Desa 
Jetak Karangsari Ngawen 
 
 
Tabel 4 
Kesesuaian Pertambangan Bukit Batu Desa Jentir Sambirejo Ngawen 
 
No. Ketentuan Hukum Nomer Sesuai  Tidak 
1. Untuk kepentingan kemaslahatan umum 1  √ 
2. Mempunyai izin resmi  2 a  √ 
3. Sesuai dengan perencanaan tata ruang  2 a  √ 
4. Melakukan studi kelayakan yang 
melibatkan masyarakat pemangku 
kepentingan 
2 b  √ 
5. Ramah lingkungan 2 c  √ 
6. Tidak mendatangkan kerusakan 2 d  √ 
7. Tidak mendatangkan pencemaran 
lingkungan 
2 d √  
8. Adanya pengawasan berkelanjutan 2 d  √ 
9. Adanya upaya reklamasi 2 e √  
  
 
 
10. Mendukung ketahanan nasional 2 f  √ 
11. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat 2 f  √ 
12. Memperhatikan tataguna lahan dan 
kedaulatan teritorial 
2 g  √ 
13. Tidak menimbulkan kerusakan ekosistem 
darat 
3 a √  
14. Tidak menimbulkan pencemaran air serta 
rusaknya daur hidrologi 
3 b √  
15. Tidak menyebabkan kepunahan/ 
terganggunya keanekaragaman hayati 
3 c √  
16. Tidak menyebabkan polusi udara dan 
pemanasan global 
3 d  √ 
17. Tidak mendorong poses kemiskinan 
masyarakat 
3 e √  
18. Tidak mengancam kesehatan masyarakat 3 f  √ 
 
Sumber : Hasil wawancara dan observasi di pertambangan bukit batu Desa  
Jentir Sambirejo Ngawen. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5 
Kesuaian Pertambangan Bukit Batu Desa Sumberan Tancep Ngawen 
 
No. Ketentuan Hukum Nomer Sesuai  Tidak 
  
 
 
1. Untuk kepentingan kemaslahatan umum 1  √ 
2. Mempunyai izin resmi  2 a  √ 
3. Sesuai dengan perencanaan tata ruang  2 a  √ 
4. Melakukan studi kelayakan yang 
melibatkan masyarakat pemangku 
kepentingan 
2 b  √ 
5. Ramah lingkungan 2 c  √ 
6. Tidak mendatangkan kerusakan 2 d √  
7. Tidak mendatangkan pencemaran 
lingkungan 
2 d  √ 
8. Adanya pengawasan berkelanjutan 2 d  √ 
9. Adanya upaya reklamasi 2 e √  
10. Mendukung ketahanan nasional 2 f  √ 
11. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat 2 f  √ 
12. Memperhatikan tataguna lahan dan 
kedaulatan teritorial 
2 g  √ 
13. Tidak menimbulkan kerusakan ekosistem 
darat 
3 a  √ 
14. Tidak menimbulkan pencemaran air serta 
rusaknya daur hidrologi 
3 b √  
15. Tidak menyebabkan kepunahan/ 
terganggunya keanekaragaman hayati 
3 c √  
  
 
 
16. Tidak menyebabkan polusi udara dan 
pemanasan global 
3 d  √ 
17. Tidak mendorong poses kemiskinan 
masyarakat 
3 e √  
18. Tidak mengancam kesehatan masyarakat 3 f  √ 
 
Sumber : Hasil wawancara dan observasi di pertambangan bukit batu Desa 
Sumberan Tancep Ngawen. 
 
 
Sesuai dengan ketentuan hukum nomer 4 Fatwa MUI No. 22 Tahun 
2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan bahwa pertambangan yang 
tidak sesuai dengan persyaratan dalam pelaksanaan pertambangan dan tidak 
mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar maka hukumya haram. 
Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa187 : 
 ِف ُط ََتَْشُت اَماَهاَدْحِإ ِءاَفِْتنِبًّ يِفَت ْ ن َي َطِئَارَش ُة هدِع ِهْي  
“Apa yang disyaratkan padanya beberapa syarat (syarat komulatif) 
maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak ada salah satunya” 188 
 
Dari kaidah tersebut dijelaskan bahwa semua syarat komulatif dalam 
ketentuan hukum Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan 
Ramah Lingkungan harus terpenuhi semua oleh pemilik lahan pertambangan. 
Jika salah satu tidak terpenuhi maka aktivitas pertambangan dapat dikatakan 
tetap dilarang atau haram. 
 
187  Pudjihardjo, Kaidah-Kaidah Fikih... , hlm. 104. 
188  Ibid. 
  
 
 
Akan tetapi jika terdapat beberap syarat yang belum terpenuhi dan 
mempunyai dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat maka hal 
tersebut diperbolehkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: 
 َحَلْصَمِْلل َحِْيُبأ ِةَع ْي ِر هذِلل ًدَس َمهرُح اَم ِةَحِجاهرا ِة  
“ Apa yang diharamkan karena sadd al-dsari’ah (menutup jalan 
kepada yang mufsadah), dibolehkan karena adanya kemaslahatan yang 
lebih kuat ” 189 
BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya 
Alam Tambang ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 
Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Studi Kasus di 
Kawasan Peruntukan Pertambangan Semin-Ngawen Gunung Kidul” yang 
telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikn 
pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertambangan bahan galian C atau bahan galian industri yang dapat 
diusahakan oleh rakyat ataupun badan usaha milik rakyat di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen 
Kabupaten Gunung Kidul berupa batu putih dan kalsit. 
 Pertambangan batu putih di Dusun Ngentak Desa Candirejo 
Kecamatan Semin mulai dikelola sejak tahun 1990-an. Sampai saat ini 
 
189  Ibid. 
  
 
 
16 dari 56 pemilik lahan pertambangan sudah memegang Izin 
Pertambangan Rakyat.  Hasil tambang batu di Desa Candirejo 
digunakan sebagai bahan baku membuat pondasi rumah, diolah 
sebagai ornamen rumah, ornamen dinding, patung-patung, batu ukiran, 
batu relief, tempat lampu, tempat asbak, bahan tegel, dan lain 
sebagainya. 
 Pertambangan di dukuh Jetak  dimulai sekitar tahun 50 tahun yang 
lalu dengan cara penambangan tradisonal tanpa menggunakan alat 
berat.  Sebanyak 7 penambang sudah mempunyai Izin Pertambangan 
Rakyat. Bahan tambang yang digali lapisan paling atas terdiri dari 
tanah humus; tanah liat untuk pembuatan genteng; kaulin kuning untuk 
bahan granol, pakan ayam dan polar;  kaulin putih untuk bahan 
gamping, kalsit, pasta gigi dan sabun mandi; batu feldspar lembut dan 
batu feldspar keras untuk bahan baku keramik. 
 Pertambangan batu kapur di Dusun Jentir Rt 03 Rw 06, Kel. 
Sambirejo, Kec. Ngawen, Kab. Gunung Kidul sudah dilakukan 
puluhan tahun yang lau. Yang dahulunya hanya sebatas untuk 
pelebaran jalan sampai saat ini masih dilakukan untuk bisnis. Semua 
titik lokasi pertambangan di Dusun Jentir masih ilegal. Hasil dari 
pertambangan berupa batu putih dan tanah padas yang diperjual 
belikan ke Sukoharjo, Klaten dan daerah sekitarnya untu keperluan 
urug atau membangun rumah. 
  
 
 
 Penambangan di Dusun Sumberan, Desa Tancep, Kecamatan 
Ngawen dimulai sejak tahun 2016. Pengelola pertambangan batu putih 
dan tanah padas merupakan warga pendatang yang belum mempunyai 
izin resmi atau belum memegang Izin Pertambangan Rakyat.  
2. Ditinjau dari Fatwa MUI No. 22 Thaun 2011 tentang Pertambangan 
Ramah Lingkungan, pengelolaan sumber daya alam tambang di 
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan 
Ngawen Kabupaten Gunung Kidul ada sebagian kegiatan yang tidak 
sesuai, dan sudah ada yang sesuai.  
 Di antara empat Desa di KPP Semin dan KPP Ngawen yaitu 
Kelurahan Candirejo Semin, Kelurahan Karangsari Semin, Kelurahan 
Sumberan Ngawen dan Kelurahan Tancep Ngawen yang sudah halal 
atau sesuai dengan ketentuan hukum Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 
tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yaitu pertambangan tanah 
putih Dusun Jetak Kelurahan Karangsari Kecamatan Semin. 
 Pertambangan batu putih di Dusun Ngentak Kelurahan Candirejo 
Kecamatan Semin hampir sudah sesuai dengan ketentuan hukum  
Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah 
Lingkungan. Masih terdapat dua ketentuan hukum yang belum 
terpenuhi yaitu belum adanya upaya reklamasi dan 40 dari 56 
penambang belum memegang Izin Pertambangan Rakyat.  
 16 pemilik lahan pertambangan Dusun Ngentak Kelurahan 
Candirejo Kecamatan Semin yang sudah mempunyai izin tambang bisa 
  
 
 
dikatakan dalam melakukan aktivitas pertambangan sudah 
diperbolehkan, meskipun masih ada satu kekurangan yaitu belum 
adanya upaya reklamasi. Hal tersebut diperbolehkan karena dalam 
kekurangan tersebut tertutupi oleh dampak dari pertambangan yang 
bisa mensejahterakan masyarakat. 
 Lokasi pertambangan yang masih sangat menyimpang dengan 
ketentuan hukum Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang 
Pertambangan Ramah Lingkungan yaitu di lokasi pertambangan 
Dusun Jentir kelurahan Sambirejo Kecamatan Ngawen dan Dusun 
Sumberan Kelurahan Tancep Kecamatan Ngawen. Semua titik lokasi 
pertambangan belum memebuhi syarat utama berupa perizinan 
tambang yang dimiliki oleh pemilik lahan tambang ataupun para 
penambang dan dari adanya aktivitas tambang tersebut tidak membawa 
kesejahteraan bagi masyarakat bahkan membuat masyarakat resah. Hal 
tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam 
tambang di Kecamatan Ngawen masih haram.  
 Akan tetapi jika di kemudian hari semuanya sudah terpenuhi maka 
suatu aktivitas pengelolaan sumber daya alam tambang tersebut tidak 
lagi haram atau sudah halal, karena hukum itu berputar mengikuti ‘ilat 
nya.  
 
B. Saran-Saran 
  
 
 
Setelah melakukan penelitian mengenai pengelolaan sumber daya 
alam tambang di Kawasan Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin 
dan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul, agar sumber daya 
alam tambang dapat berjalan dengan baik, meningkatkan kesejahteraan 
lingkungan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penulis memiliki 
saran atau pandangan yang mungkin dijadikan acuan bagi pihak-pihak 
yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam tambang di Kawasan 
Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen 
Gunung Kidul, diantaranya yaitu: 
1. Kepada pemilik lahan pertambangan yang belum memproses atau 
belem memiliki Izin Pertambangan Rakyat hendaknya segera 
memproses perizinan dan tidak melakukan aktivitas pertambangan 
sebelum memegang Izin Pertambangan Rakyat. Karena jika 
melakukan aktivitas tambang sebelum memegang Izin Pertambangan 
Rakyat akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap pemilik lahan 
yang sudah memegang izin  dan menimbulkan keresahan terhadap 
masyarakat. 
2. Proses reklamasi pascatambang seharusnya segera dilakukan, tidak 
harus menunggu berakhirnya aktivitas pertambangan atau habisnya 
sumberdaya alam tambang. Reklamasi harus segera dilakukan 
mempunyai tujuan untuk penghijauan kembali, memanfaatkan lahan 
yang tidak produksi, mempunyai manfaat bagi lingkungan, tidak 
merugikan orang lain dan berharap bisa menghasilkan nilai ekonomi. 
  
 
 
3. Dalam proses pembuatan Izin Pertambangan pihak Dinas 
Pertambangan Yogyakarta bisa mempermudah dan tidak mematok 
biaya tinggi jika dilakukan secara mandiri. Hal tersebut bertujuan 
supaya para pemilik lahan pertambangan dengan mudah mendapatkan 
pengarahan dan perizinan sehingga tidak banyak ditemukan lagi 
pertambangan ilegal yang meresahkan masyarakat. 
4. Perlu diadakan mengecekan secara rutin satu bulan sekali di seluruh  
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kecamatan Semin dan Kecamatan 
Ngawen barangkali ditemukan aktivitas pertambangan liar atau ilegal. 
Dan segera ada tindak lanjut apabila ditemukan aktivitas pertambangan 
liar, apalagi lokasi pertambangan tersebut membahayakan masyarakat 
sekitar lokasi tambang. 
5. Karena saat ini kewenangan pertambangan diambil alih oleh pihak 
provinsi, maka diperlukan Standar Operating Prosedur (SOP) 
mengenai pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah supaya  
pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menjadi optimal dan 
penanganannya lebih cepat dan tepat jika terjadi suatu pelanggaran 
dalam pengelolaan sumber daya alam tambang. 
6. Kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan Pertambangan 
Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen diharapkan bisa membawa 
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian, tidak merusak 
dan ramah lingkungan. 
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LAMPIRAN 1 
JADWAL PENELITIAN 
No
. 
Bulan September  Oktober  November   Desember   Januari Februari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penyusunan 
Proposal 
X X X X                     
2. Konsultasi   X        X X X            
3. Revisi 
Proposal 
   X X X                   
4. Pengumpula
n Data 
X X  X X X X X  X X X   X          
5. Analisis 
Data 
         X X X X            
6. Penulisan                  X       
  
 
 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
7. Pendaftaran 
Munaqosah 
                  X      
8. Munaqosah                       X  
9. Revisi 
Skripsi 
                      X X 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam tambang disini ? 
2. Dimulai dari tahun berapa aktivitas pertambangan di sini ? 
3. Digunakan untuk apa hasil tambang di lokasi ini ? 
4. Apakah sudah mempunyai izin resmi dari kementrian pertambangan ? 
5. Apakah ada tinjauan dari pemerintah mengenai studi kelayakan di 
pertambangan ini ? 
6. Apakah pernah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan ? 
7. Apakah pertambangan di sini ramah lingkungan ? 
8. Bagaimana upaya reklamasi di lokasi bekas tambang ? 
  
 
 
9. Dari adanya aktivitas pertambangan di lokasi ini apakah bisa mensejahterakan 
warga masyarakat ? 
10. Di area petambangan ini apakah memperhatikan tata guna lahan pemukiman? 
11. Aktivitas pertambangan disini apakah merusak ekosistem darat ? 
12. Apakah dari aktivitas pertambangan di sini mengakibatkan pencemaran air ? 
13. Apakah dari aktivitas pertambangan di sini mengakibatkan polusi udara ? 
14. Apakah dengan adanya pertambangan ini membuat kemiskinan bagi warga 
masyarakat ? 
15. Aktivitas pertambangan di sini mengancam kesehatan masyarakat atau tidak ? 
16. Bagaimana upaya yang dilakukan jika terjadi  kerusakan atau penyimpangan 
di lokasi pertambangan ?     
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
TRANSKIP WAWANCARA 
 
1. Wawancara dengan Pak Santoso Pengurus Izin Pertambangan Rakyat 
dan Pemilik Lahan Tambang Desa Candirejo Kecamatan Semin pada 
Tanggal 06 November 2019 
Saya  : Bagaimana pengelolaan sumber daya alam tambang di 
Desa Candirejo ? 
Pak Santoso : Pertambangan di sini merupakan pertambangan rakyat 
dimana tenaga penambang, pemilik lahan dan yang 
mengelola masyarakat sekitar. 
Saya  : Bagaimana langkah awal dalam melakukan 
pertambangan di Desa Candirejo ini Pak ? 
Pak Santoso : Langkah awal dalam pertambangan yaitu dengan 
membuka lahan tambang dengan cara manual tenaga 
manusia atau dengan bantuan alat berat. Kalau dengan 
  
 
 
alat berat sebenarnya lebih cepat akan tetapi dari 
pemerintah di pertambangan rakyat tidak 
diperkenankan dengan alat berat. Setelah pengupasan 
aktivitas pertambangan juga dilakukan dengan tenaga 
manusia manual. 
Saya  : Disaat Inspektorat Pertambangan meninjau lokasi 
pertambangan apa saja yang diutarakan oleh 
masyarakat atau tenaga tambang kepada Inspektorat 
pertambangan  ? 
Pak Santoso : Ketika Inspektorat Pertambangan meninjau lokasi 
aktivitas pertambangan para penambang dan pemilik 
lahan mengutarakan proses kegiatan pertambangan 
mu;ai dari pengupasan sampai penambangan batu dan 
menjelaskan jenis-jenis batu yang laku dipasaran. 
Karena tidak semua batu hasil tambang mempunyai 
kualitas yang sama, mulai dari batu halus, batu brontok 
dan batu kasar. 
Saya  : Apa yang menjadi harapan bagi para penambang dan 
pemilik lahan terhadap Inspektorat Pertambangan ? 
Pak Santoso : Para pemilik lahan tambang berharap nantinya ada 
kebijakan baru mengenai perizinan mengupas tanah 
dengan alat berat. Karena jika dilakukan secara manual 
memakan waktu lama dan pemilik lahan hanya diberi 
batasan waktu tiga bulan untuk menjalankan kegiatan 
tambang. Jika lebih dari tiga bulan belum dimulai 
proses pertambangan maka perizinan tambang rakyat 
akan dicabut pemerintah. 
Saya  : Di Kecamatan Semin sudah berapa penambang yang 
sudah memiliki izin tambang resmi ? 
Pak Santoso : Di Desa Candirejo sebanayak 16 orang pemilik lahan 
pertambangan sudah mempunyai Izin Pertambangan 
Rakyat, akan tetapi 40 orang pemilik lahan belum lolos 
dalam perizinan dan baru diproses perizinannya. Di 
Desa Karangsari sebanyak 7 orang penambang sudah 
mempunyai Izin Pertambangan Rakyat. 
Saya  : Harus menunggu berapa lama pak, jika yang tidak 
lolos perizinan bisa memproses izin kembali ? 
Pak Santoso : Setiap lima tahun sekali pemerintahan Kabupaten 
Gunung Kidul akan mengevaluasi data-data 
pertambangan rakyat. 
Saya  : 16 pemilik lahan yang sudah mempunyai Izin 
Pertambangan rakyat di Desa Candirejo dan 7 
penambang di Desa Karangsari yang sudah mempunyai 
izin  atas nama siapa saja Pak ? 
Pak Santoso : 16 pemilik lahan pertambangan Desa Candirejo yang 
sudah mempunyai IPR yaitu atas nama Sriyanto Candi, 
  
 
 
Sriyanto Ngentak, Sarimo Ngentak, Slamet Widodo 
Ngentak, Sajiyem Ngentak, Kahono Ngentak, Suyono 
Ngentak, Giyono Ngentak,Santoso Ngentak, Wito 
Wiyono Ngentak, Yadi Wiyono Ngentak, Darmi 
Ngentak, Suroto Ngentak, Prato Wiyono Ngentak, 
Sarimo Ngentak. Sedangkan 7 penambang atau mandor 
yang sudah mempunyai izin di Desa Karangsari yaitu 
Amper Raharjo, Joko Triwahyudi, Sintya, Yanto, 
Wardoyo, Budi Santoso, dan Basuki. Diantara 7 
pemegang izin tersebut 2 dibuat secara mandiri dan 
sisanya dengan bantuan pemerintah secara gratis. 
Saya  : 40 pemilik lahan tambang yang belum memegang 
perizinan apakah juga masih melakukan aktivitas 
pertambangan Pak ? 
Pak Santoso : Mereka yang belum mendapatkan Izin Pertambangan 
Rakyat juga tetap melaksanakan kegiatan 
pertambangan. Hal tersebut membuat iri para pemilik 
lahan yang sudah mempunyai IPR. Karena bagi yang 
sudah memegang IPR diwajibkan untuk membayar 
pajak satu rit Rp.40.000,- untuk pertambangan batu 
putih Desa Candirejo dan pajak 20% setiap truk untuk 
pertambangan di Desa Krangsari, harus membuat 
laporan bulanan dan mengikuti sosialisasi setiap bulan 
bersama kementrian ESDM dan IPR untuk 
menyampaikan keluh kesah proses pengelolaan 
tambang. 
Saya  : Alasan pemilik lahan pertambangan di Desa 
Karangsari yang membuat IPR secara mandiri itu 
alasannya apa Pak ? 
Pak Santoso : Alasan mereka memproses IPR secara mandiri yaitu 
karena mereka bekerja sama dengan PT besar di 
Surabaya yaitu dari PT Sumflower, PT Kuda Laut, dan 
PT Walimas dan jangka waktu pembuatan IPR secara 
mandiri juga lebih singkat yaitu selama 6 bulan, 
dibandingkan dengan bantuan perizinan dari 
pemerintah harus menunggu kurang lebih 1 tahun 
lamanya. 
Saya  : Untuk proses pembuatan Izin Petambangan Rakyat 
bagaimana Pak ? 
Pak Santoso : Proses pembuatan Izin Pertambangan Rakyat yang 
pertama yaitu, membuat titik koordinat lahan, setelah 
itu membuat surat permohonan dan pernyataan, yang 
kedua membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
selanjutnya mengajukan izin kepada Gubernur DIY 
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu (KP2TSP DIY). Setelah semua data sudah 
  
 
 
terkumpul akan diproses di kantor Kementrian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin 
Pertambangan Rakyat turun jika semua sudah di acc. 
 
2. Wawancara dengan Beberapa Penambang Batu Putih Desa 
Candirejo Kecamatan Semin pada Tanggal 06 November 2019 
Saya : Pertambangan batu putih di Desa Candirejo mulai 
dari tahun berapa Pak ? 
Pak Rudi : Pertambangan di sini sudah dimulai sejak lama 
mbak, sekitar tahun 1990-an. 
 
Saya : Lokasi pertambangan batu putih di Desa 
Candirejo ini ada berapa titik Pak ? 
Pak Tarno : Di Desa Candirejo kurag lebih terdapat 5 sampai 
10 titik lokasi pertambangan. Lahan tambang 
tersebut ada yang milik pribadi dan ada juga yang 
mengkontrak selama 5 tahun. 
 
Saya : Apakah adanya pertambangan di Desa Candirejo 
ini bisa membawa dampak kesejahteraan bagi 
masyarakat Pak ? 
Pak Ngaliman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saya  
 
 
 
Pak Wandi 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
Dilihat dari segi ekonomi dengan adanya 
pertambangan sangat berpengaruh terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Pertambangan di sini 
lebih mudah dilakukan di musim kemarau. Karena 
di musim penghujan jalan menuju tambang 
digenangi air hujan, cekungan-cekungan bekas 
tambang terisi air hujan dan rembesan dari tanah 
nampak seperti kolam kolam berwarna biru dan 
biasa masyarakat menyebutnya telaga biru. Orang 
orang dari daerah lain juga pada datang untuk 
foto-foto ditelaga biru. 
Dari segi perekonomian apakah dengan adanya 
pengelolaan tambang di sini juga meningkatkan 
angka kemiskinan bagi masyarakat ? 
 
Dari adanya pertambangan di sini judtru 
meningkatkan perekoomian masyarakat mbak, 
semua warga negara berpeluang untuk 
mendapatkan pekerjaan dari yang berumur 18 
tahun sampai 60-an tahun mulai dari profesi 
penambang batu, pemilik lahan pertambangan, 
pengangkut batu, sopir truk, pengerajin batu putih 
dan lain sebagainya. Sebelum adanya kegiatan 
  
 
 
pertambangan batu putih, masyarakat sekitar Desa 
Candirejo mayoritas bekerja diperantauan. Setelah 
dibukanya pertambangan batu putih di Desa 
Candirejo masyarakat sekitar beralih profesi di 
area pertambangan. 
Saya : Untuk hasil tambang batu putih ini digunakan 
sebagai apa saja Pak ? 
Pak Wandi 
 
 
 
 
 
Saya  
 
Pak Suntar 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
Hasil tambang digunakan sebagai bahan baku 
membuat pondasi rumah, diolah sebagai ornamen 
rumah, ornamen dinding, patung-patung, batu 
ukiran, batu relief, tempat lampu, tempat asbak, 
bahan tegel, dan lain sebagainya. 
 
Dari aktivitas pertambangan di sini apakah juga 
mengakibatkan polusi udara  Pak ? 
Di musim kemarau sedikit terjadi polusi udara 
yang timbul dari debu-debu yang bertebaran 
dijalanan menuju area pertambangan yang dibawa 
dari truk-truk yang berlalulalang mengangkut hasil 
tambang. Akantetapi adanya polusi udara berupa 
debu-debu tersebut masyarakat tidak 
merisaukannya, karena mereka menyadari yang 
melakukan pertambangan dan yang menikmati 
hasil tambangnya juga masyarakat sekitar 
pertambangan batu putih Desa Candirejo. 
 
 
3. Wawancara dengan Pak Imam Ketua RW Dusun Tandansari 
Kelurahan Candirejo Kecamatan Semin pada Tanggal 06 November 
2019 
Saya : Pertambangan di Desa Candirejo ini sudah 
mempunyai perizinan belum Pak ? 
Pak Imam : Beberapa sudah mempunyai izin, sebagian masih 
dalam proses dan masih banyak juga yang belum 
mempunyai izin. 
Saya  : Apakah ada tinjauan dari pemerintah mengenai studi 
kelayakan di pertambangan ini ? 
Pak Imam  Ada, rutin setiap enam bulan sekali Inspektorat 
Pertambangan Kabupaten Gunung Kidul melakukan 
pengecekan kegiatan tambang di lokasi 
pertambangan batu putih Desa Candirejo. 
Saya  : Untuk harga batu putih langsung dari penambang 
berapa Pak ? 
Pak Imam : Harga batu putih untuk ukuran balok besar yaitu Rp. 
500.000,- dan untuk ukuran balok kecil yang biasa 
digunakan untuk pondasi rumah senilai Rp. 150.000,- 
  
 
 
setiap truknya. 
 
 
4. Wawancara dengan Pak Yanto Selaku Polisi Kehutanan Kabupaten 
Gunung Kidul pada Tanggal 06 November 2019 
Saya  : Mulai adanya pengajuan izin pertambangan di Desa 
Candirejo ini kapan Pak ? 
Pak Yanto : Aktivitas pertambangan batu putih di Desa Candirejo 
sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1990-an akan 
tetapi mulai memproses izin pertambangan baru 
dimulai sekitar tahun 2000. 
Saya  : Selama aktivitas pertambangan di sini apakah sudah 
pernah terjadi kerusakan atau kecelakaan kerja Pak ? 
Pak Yanto : Selama ini belum ada kerusakan mbak, akant tetapi 
di tahun 2014 ada salah satu penambang yang 
meninggal dunia. 
Saya  : Penyebab dari meninggalnya salah satu penambang 
tersebut bagaimana Pak ? 
Pak Yanto : Tewasnya penambang tersebut karena disaat 
menambang terdapat bongkahan batu yang jatuh dan 
menyerempet tubuh korban. 
 
 
 
5. Wawancara dengan Mandor Pertambangan Tanah Putih di Dusun 
Jetak Kelurahan Karangsari Kecamatan Semin pada Tanggal 16 
November 2019 
Saya  : Pertambangan di Dusun Jetak ini dimulai sejak tahun 
berapa Pak ? 
Pak Basuki : Pertambangan di dukuh Jetak  dimulai sekitar tahun 
50 tahun yang lalu dengan cara penambangan 
tradisonal tanpa menggunakan alat berat. 
Saya  : Hasil dari pertambangan ini digunakan untuk apa saja 
Pak ? 
Pak Basuki : Bahan tambang yang digali di Dukuh Jetak dari 
lapisan paling atas terdiri dari tanah humus; tanah liat 
untuk pembuatan genteng; kaulin kuning untuk 
bahan granol, pakan ayam dan polar;  kaulin putih 
untuk bahan gamping, kalsit, pasta gigi dan sabun 
mandi; batu feldspar lembut dan batu feldspar keras 
untuk bahan baku keramik dengan harga yang paling 
mahal. 
Saya  : Ada berapa titik pertambanga di sini Pak ? 
Pak Basuki : Untuk pengiriman bahan mentah terdapat 5 titik, 2 
  
 
 
titik untuk bahan keramik, 3 titik untuk bahan gradol 
dan genteng. 
Saya  : Untuk pertambangan di sini milik lahan pribadi atau 
mengontrak Pak ? 
Pak Basuki : Untuk aktivitas pertambangan, mandor mengkontrak 
lahan tambang dari pemiliknya selama 1 sampai 5 
tahun akan tetapi jika masa kontrak habis dan bahan 
galian masih ada maka masih bisa memperpanjang 
kontrak dengan harga Rp. 200.000.000 sampai Rp. 
250.000.000 setiap 5 tahun. 
Saya  : Para tenaga tambang ini satu harinya diberi upah 
berapa Pak ? 
Pak Santoso : Setiap titik, rata-rata terdapat 20 penambang dengan 
gaji Rp. 75.000 - Rp. 80.000 setiap harinya. 
Saya  : Dari aktivitas pertambangan ini sudah ada upaya 
reklamasi atau belum Pak ? 
Pak Santoso : Sudah ada mbak, upaya reklamasi di lokasi bekas 
tambang ini digunakan sebagai lahan pertanian untuk 
menanam padi, jagung, kedelai, dan lainnya mbak. 
Saya  : Jadi dari adanya pertambangan ini bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitar atau tidak Pak ? 
Pak Santoso : Sangat meningkat mbak, dengan adanya 
pertambangan di Dukuh Jetak sangat mengangkat 
nilai ekonomi masyarakat, meningkatkan pula upah 
para buruh tani yaitu sebesar Rp. 75.000 - Rp. 80.000 
setiap harinya. Karena reklamasi dari aktivitas 
tambang di dusun Jetak yaitu dengan dibukanya area 
pertanian, jika upah buruh tani tidak diimbangi 
seperti upah penambang maka tidak ada yang mau 
sebagai buruh tani. 
Saya  : Selama aktivitas tambang di sini pernah terjadi 
kerusakan atau kecelakaan kerja atau tidak Pak ? 
Pak Santoso : Salah satu kasus kecelakaan tambang juga terjadi 
akhir tahun 2015 seorang pekerja tambang bernama 
Watimin warga Dusun Purwo, Desa Karangsari yang 
meninggal karena tertimpa reruntuhan batu diarea 
pertambangan di Alas Topak. 
Saya  : Penyebab runtuhnya batu tersebut apa Pak ? 
Pak Santoso : Penyebab meninggalknya korban karena berusaha 
mencongkel batu dengan menggunakan linggis, tiba-
tiba batu yang dicongkel retak dan langsung runtuh 
menimpa korban. 
   
Saya  : Untuk cara menambang tanah putih disini 
menggunakan bantuan alat apa Pak ? 
Pak Wardoyo : Penambangan dahulunya dilakukan dengan bantuan 
  
 
 
alat berat (backhoe), akan tetapi dari masyarakat 
tidak mengizinkan karena perizinannya bukan PT 
hanya sebatas pertambangan rakyat yang dilakukan 
secara manual untuk kesejahteraan rakyat. Dahulu 
penambangan digali dengan cara membuat rong-rong 
atau digali langsung pada lapisan terbawah dengan 
alasan memiliki nilai jual yang paling mahal. 
Akantetapi saat ini pertambangan dilakukan secara 
terbuka dari atas ke bawah untuk menghindari 
terjadinya longsor. 
   
Saya  : Hasil pertambangan ini dikirim ke mana saja Pak ? 
Pak  Joko : Bahan mentah hasil tambang dikirim ke PT 
Sumflower, PT Kuda Laut, dan PT Walimas 
Surabaya. Sebelum dikirimke surabaya ditampung 
terlebih dahulu di kelurahan Kepuh, Semin atau 
biasanya langsung dikirim ke Dusun Nambangan, 
Grogol, Weru dan Kecamatan Bekonang untuk 
campuran bahan membuat genteng. 
Saya  : Besarnya pajak yang harus dibayar oleh para mandor 
berapa Pak ? 
Pak Joko : Setiap pemilik IPR di Dusun Jetak  wajib membayar 
pajak sebesar 20% dari hasil penjualan setiap 
truknya. Selain itu pemilik IPR juga setiap bulan 
wajib membuat laporan hasil pertambangan dan 
mengikuti perkumpulan di Balai Desa Candirejo 
ataupun di Balai Desa Karangsari bersama 
kementrian ESDM dan IPR untuk menyampaikan 
keluh kesah proses pengelolaan pertambangan di 
Desa Karangsari. 
   
Saya  : Apakah pernah terjadi kerusakan ekosistem ataupun 
pecemaran lingkungan Pak ? 
Pak Amper : Belu pernah mbak, mbak bisa lihat sendiri aliran 
sungai di dekat area pertambangan tetap mengalir 
jernih yang bisa untuk irigasi sawah. 
Saya  : Pertambangan di sini ramah lingkungan atau tidak 
Pak ? 
Pak Amper : Ramah lingkungan mbak, anda bisa tanya langsung 
warga masyarakat di sini. Karena untuk proses 
pertambangan di sini tidak menggunakan alat berat, 
murni tenaga manual dengan banyuan alat seperti 
linggis, cangkul, amer dan lainnya, 
 
 
  
 
 
6. Wawancara dengan Penambang Desa Karangsari Kecamatan Semin 
pada Tanggal 19 November 2019 
Saya  : Selama ada aktivitas tambang di sini apakah ada 
kerusakan atau suatu kecelakaan kerja Pak ? 
Pak Prapto : Selama berlangsungnya pertambangan di Dusun 
Jetak, pada tahun 2014 terdapat korban meninggal 
dunia tertimbun longsoran tanah. 
Saya  
 
Pak Prapto 
: 
 
: 
Penyebab terjadinya longsoran tanah tersebut 
bagaimana Pak ? 
Kecelakaan terjadi karena kelalaian korban sendiri 
menghiraukan mandor penambang yang sudah 
mengingatkan untuk istirahat karena curah hujan 
yang tinggi. Setelah meninggalnya Pak Sutar di 
lokasi pertambangan, aktivitas pertambangan sempat 
terhenti selama satu minggu. 
 
7. Wawancara dengan Warga Desa Karangsari Kecamatan Semin pada 
Tanggal 16 November 2019 
Saya  : Sepengetahuan ibu aktivitas pertambangan di sini 
sudah mempunyai izin atau belum Buk ? 
Bu Suyatmi : Sepengetahuan saya pertambangan di  Dusun Jetak 
Desa Karangsari Kecamatan Semin sudah 
mengantongi perizinan dari Dinas Pertambangan 
Jogja mbak. 
Saya  : Di lokasi pertambangan ini sudah ada upaya 
reklamasi atau belum Buk ? 
Bu Tanem : Sudah mbak, lokasi bekas tambang direklamasi seb 
agai area persawahan untuk ditanami padi, jagung, 
kedelai, kacang, dan tanaman palawija lainnya. 
 
8. Wawancara dengan Pemilik lahan Pertambangan Dusun Jentir 
Kelurahan Sambirejo Kecamatan Ngawen pada Tanggal 20 
November 2019 
Saya  : Lokasi pertambangan di sini merupakan lahan milik 
warga atau mengkontrak Pak ? 
Pak Miyodo : Lokasi lahan tambang di sini merupakan milik warga 
Dusun Jentir Mbak, yaitu milik saya sendiri, milik 
Bapak Paino, dan Bapak Sugeng. 
Saya  : Hasil tambang di sini digunakan sebagai apa Pak ? 
Pak Miyodo : Hasil tambang digunakan sebagai urug mbak, kalau 
ada batu putihnya juga digunakan sebagai pondasi 
rumah. 
Saya  : Pertambangan di sini sudah mempunyai izin resmi 
atau belum Pak ? 
Pak Miyodo : Belum Mbak, semua pertambangan di Kecamatan 
  
 
 
Semin bisa dikatakan semuanya belum mempunyai 
izin Mbak. 
Saya  : Kenapa kok tidak membuat izin Pak ? 
Pak Miyodo : Membuat izin itu ribet Mbak, biayanya juga mahal. 
Saya  : Apa tidak ada razia pertambangan Pak ? 
Pak Miyodo : Sebenarnya ada Mbak, kalau pas ada razia ya 
kegiatan pertambangan berhenti. Akan tetapi jika 
sudah tidak ada razia juga berjalan lagi. 
Saya  : Dari adanya pertambangan ini membawa keuntungan 
bagi msyarakat atau tidak Pak ? 
Pak Miyodo : Dari adanya pertambangan, para pemilik lahan 
dimintai dana untuk pemuda Dusun Jentir, untuk 
blok dusun Jentir. Dari dana tersebut digunakan 
untuk perbaikan jalan yang rusak karena dilewati truk 
muatan berat hasil tambang dan untuk tambahan dana  
Dusun Jentir Rt 03 Rw 06 Desa Sambirejo 
Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul. 
   
Saya  : Dalam proses pertambangan di lokasi ini 
menggunakan bantuan alat apa Pak ? 
Pak Paino : Mulai dari pemangkasan sampai penambangan 
sampai bawah, semua kegiatan pertambangan di 
Dusun Jentir menggunakan alat berat backhoe dan 
untuk menggempur batu yang besar menggunakan 
alat bantu breaker 
Saya  : Hasil pertambangan dari sini dikirim kemana Pak ? 
Pak Paino : Hasil dari pertambangan berupa batu putih dan tanah 
padas yang diperjual belikan ke Sukoharjo, Klaten 
dan daerah sekitarnya. Untuk setiap truk padas 
dihargai senilai Rp. 450.000,-. Setiap harinya rata-
rata 20 truk wira-wiri untuk mengangkut hasil 
tambang. 
   
Saya  : Lokasi bekas tambang di Dusun Jentir ini sudah ada 
upaya reklamasi atau belum Pak ? 
Pak Sugeng : Sudah ada Mbak, lahan bekas tambang digunakan 
sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan kacang-
kacangan. Hasil pertanian di area bekas tambang ini 
juga bagus Mbak. Selain sebagai area pertanian, 
karena lokasi pertambangan diseberang jalan raya 
yang dilalui para wisatasan yang menuju pantai 
selatan, direncanakan akan didirikan rumah makan 
dan rest area. 
 
  
 
 
9. Wawancara dengan warga Dusun Jentir Kelurahan Sambirejo 
Kecamatan Ngawen pada Tanggal 14 April 2014 
Saya  : Pertambangan di lokasi ini masih berjalan atau tidak 
Bu ? 
Bu Juminah : Dahulunya lokasi pertambangan di sini milik warga 
Ngawen tetapi sudah dibeli secara penuh oleh warga 
Ceper dan saat ini aktivitas pertambangan muali 
berhenti akhir tahun 2018 mbak. 
Saya  : Penyebab berhentinya aktivitas tambang disini apa 
Buk ? 
Bu Juminah : Kegiatan pertambangan sementara berhenti karena 
perizinan yang belum jelas dan perizinan yang belum 
ditanggapi oleh pemerintah. Hasil tambang masih di 
bawah lokasi pertambangan dan biaya solar untuk 
mengeruk padas yang menggunakan backhoe  senilai 
Rp. 3.000.000,-  juga belum dibayar. 
Saya  : Dahulu selama berlangsungnya aktivitas 
pertambangan pernah terjadi kecelakaan kerha atau 
kerusakan atau tidak Bu ? 
Bu Juminah : Selama ini di titik lokasi tambang disini belum ada 
kecelakaan keja mbak, akan tetapi juga ada kendala 
backhoe yang kesulitan berjalan di area tambang di 
musim penghujan dan akses jalan menuju 
pertambangan sering mengalami kerusakan akibat 
dari lalu lintas truk yang mengangkut hasil tambang. 
   
Saya  : Lokasi pertambangan di area ini milik siapa Pak ? 
Pak Ngadino : Lokasi tmbang ini merupakan lahan pekarangan 
milik keluarga Manto Miharjo. 
Saya  : Dimulai tahun berapa pertambangan di lokasi ini Pak 
? 
Pak Ngadino : Pertambanga inidimulai sekitar tahun 2017. Awalnya 
pertambangan dimulai dari bukit yang berdekatan 
dengan jalan raya, setelah itu kearah dalam yang 
dekat dengan rumah keluarga Manto Miharjo. 
Saya : Alat yang digunakan untuk menambang apa Pak ? 
Pak Ngadino : Untuk menambang menggunakan bantuan alat berat 
Mbak. 
Saya  : Hasil tambangnya dikirim kemana saja Pak ? 
Pak Ngadino : Hasil dari pemangkasan bukit berupa batu putih 
dibawa beberapa truck untuk dipasarkan ke luar 
Kecamatan Ngawen. 
Saya  : Dari aktivitas tambang di sini sudah pernah ada 
kerusakan atau kecelakaan kerja tidak Pak ? 
Pak Ngadino : Dampak pertambangan yang paling parah yaitu 
setelah dua bulan berjalannya kegiatan pemangkasan 
  
 
 
bukit di pekarangan Manto Miharjo pada hari Jumat 
03 Maret 2017 sore hari ketika hujan menerjang 
deras dan menewaskan sepasang suami istri Manto 
Miharjo dan Tugiyem, merusak rumah keluarga 
Manto Miharjo beserta 3 truck dan backhoe yang 
biasa digunakan untuk mengangkut batu dan 
memangkas bukit. 
Saya  : Penyebab terjadinya longsong tersebut apa Pak ? 
Pak Ngadino : Terjadinya longsor disebabkan karena kelalaian 
pemilik usaha tambang dalam proses pemangkasan 
bukit, sehingga tidak kuat menopang tanah yang 
berada diatasnya. Dari peristiwa tersebut, putera 
korban yang menyalahi aturan dalam proses 
pertambangan ditetapkan menjadi tersangka. 
 
10. Wawancara dengan Bapak Tukimin selaku Pemangkas Batu di 
Pekarangan Keluarga Manto Miharjo Dusun Jentir pada Tanggal 25 
Februari 2019. 
Saya  : Pertambangan di sini sudah mempuyai izin resmi 
atau belum Pak ? 
Pak Tukimin : Pada tahun 2017 sudah diproses oleh putera Bapak 
Manto yaitu saudara Mugiyo, akan tetapi izin yang 
diproses tersebut merupakan izin untuk sebatas 
perluasan halaman rumah dengan cara memangkas 
batu kapur yang berada di belakang rumahnya. 
Terungkapnya praktek tambang liar tersebut setelah 
terjadinya longsoran batu besar di arena bekas 
tambang. 
Saya  : Apakah di lokasi pertambangan liar ini tidak ada 
razia dari pemerintah Pak ? 
Pak Tukimin : Sebelum terjadinya longsor, kegiatan pemangkasan 
bukit tersebut juga sudah pernah ditertibkan oleh 
dinas terkait dan kepolisian. Salah satu truk milik 
tersangka juga ditahan di kejaksaan dalam kasus 
pelanggaran pertambangan. 
Saya : Untuk saat ini aktivitas pertambangan setelah terjadi 
longsor itu masih berjalan lagi atau tidak Pak ? 
Pak Tukimin : Untuk saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas 
pemangkasan bukit akan tetapi batu-batuan sisa 
tambang dan batu dari longsoran masih  diolah secara 
manual dimanfaatkan untuk bahan pondasi rumah. 
 
11. Wawancara dengan Warga Dusun Sumberan Kelurahan Tancep 
Kecamatan Ngawen pada Tanggal 14 April 2019 
  
 
 
Saya  : Pertambangan di sini dimulai tahun berapa Pak ? 
Pak Ngadiman : Penambangan di Dusun Sumberan, Desa Tancep, 
Kecamatan Ngawen dimulai sejak tahun 2016. 
Terdapat 2 titik penambangan di Desa Tancep. 
Saya  : Lahan pertambangan ini milik siapa Pak ? 
Pak Ngadiman : Pemilik lahan pertambangan merupakan warga 
Dusun Sumberan, akan tetapi pengelola 
pertambangan merupakan warga pendatang. 
Masyarakat sekitar pertambangan juga tidak 
mengetahui profil para penambang. 
Saya  :  Untuk aktivitas pertambangan menggunakan 
bantuan alat apa saja Pak ? 
Pak Ngadiman : Untuk menambang menggunakan alat berat, 
kurang lebih 6 alat berat diturunkan untuk 
menambang area ini. Akan tetapi pertambangan 
ini mulai berhenti setelah ada desakan dari Pimda 
Gunung Kidul di bulan November 2018 ketika 
memasuki musim hujan. 
   
Saya  : Dari aktivitas pertabangan di Dusun Sumberan ino 
bisa mensejahterakan masyarakat atau tidak Buk ? 
Bu Rubinem : Pertambangan ini yang mendapatkan keuntungan 
ya hanya pemilik lahan sama mandornya saja 
Mbak. Aktivitas pertambangan ini malah bikin 
masyarakat resah. 
Saya  :  Yang menyebabkan keresahan masyarat terhadap 
aktivitas pertambangan ini apa Buk ? 
Bu Rubinem : Dari aktivitas pertambangan mengakibatkan 
kerusakan lingkungan, menimbulkan polusi udara, 
jalanan menjadi rusak, dan di musim penghujan 
jalanan menjadi licin karena ceceran material 
yang diangkut truk penambang. Masyarakat 
wilayah Desa Tancep juga takut akan adanya 
ancaman longsor dari aktivitas pertambangan. 
Saya  : Selama pertambangan ini berlangsung apakah 
pernah terjadi kecelakaan Buk ? 
Bu Rubinem : Selama aktivitas penambangan belum pernah 
terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban 
jiwa, hanya saja sering terjadi kerusakan mesin 
pengeruk dan jatuhnya backhoe dari atas bukit. 
 
12. Wawancara dengan Bapak Sunardi Selaku Kepala Desa Tancep 
Kecamatan Ngawen pada Tanggal 21 November 2019 
Saya  : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai 
  
 
 
pertambangan liar di Dusun Sumberan Pak ? 
Pak Sunardi : Sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa Tancep 
aktivitas pertambangan di Dusun Sumberan ini sudah 
berjalan Mbak. Dan posisi saya sebagai Kepala Desa 
juga tidak mempunyai wewenang untuk menutup 
aktivitas pertambangan. Saya hanya bisa 
mengupayakan memberikan surat teguran kepada 
pengelola tambang untuk mengurus perizinan dan 
melakukan antisipasi terhadap keamanan lingkungan, 
akan tetapi juga tidak diindahkan oleh pengelola 
tambang. 
Saya  : Saat ini di lokasi pertambangan sudah sepi apakah 
sudah diberhentikan Pak ? 
Pak Sunardi : Pertambangan di wilayah Tancep mulai berhenti 
sejak dilakukan penertiban oleh Komandan Kodim 
Kabupaten Gunung Kidul bulan Agustus 2019 
sampai sekarang. Jalan menuju area pertambangan 
oleh warga sekitar ditutup dengan tumpukan batu 
supaya tidak bisa dilalui oleh truk. 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
DAFTAR INFORMAN 
 
Data Informan Pertambangan Galian C Desa Candirejo Kec. Semin 
No. Nama Tanggal Keterangan 
1. Rudi 14 April 2019 Penambang Batu 
2. Tarno 06 November 2019 Penambang Batu 
3. Ngaliman 06 November 2019 Penambang Batu 
4. Wandi 06 November 2019 Penambang Batu 
  
 
 
5. Suntar 06 November 2019 Penambang Batu 
6. Santoso 06 November 2019 Pengurus IPR sekaligus pemilik 
lahan tambang 
7. Imam 06 November 2019 Ketua RW Dusun Tandansari 
8 Yanto 06 November 2019 Polisi Kehutanan Kab. Gunung 
Kidul 
9. Siman  14 November 2019 Warga Desa Candirejo 
10. Waginem 14 November 2019 Warga Desa Candirejo 
11. Patmo 14 November 2019 Warga Desa Candirejo 
12. Priyo 14 November 2019 Warga Desa Candirejo 
13. Saminem  14 November 2019 Warga Desa Candirejo 
14. Yadi Wiyono 19 November 2019 Pemilik lahan tambang 
 
 
Data Informan Pertambangan Galian C Desa Karangsari  Kec. Semin 
No. Nama Tanggal Keterangan 
1. Basuki 11 April 2019 Mandor / Pemilik lahan tambang 
2. Suyatmi 11 April 2019 Pemilik warung area pertambangan 
3. Joko Tri 
Wahyudi 
16 November 2019 Mandor / Pemilik lahan tambang 
4. Wardoyo 16 November 2019 Mandor / Pemilik lahan tambang 
5. Tanem  16 November 2019 Warga Desa Candirejo 
6. Amper 19 November 2019 Mandor / Pemilik lahan tambang 
  
 
 
Raharjo 
7. Prapto 19 November 2019 Penambang  
 
 
Data Informan Pertambangan Galian C Desa Sambirejo Kec. Ngawen 
No. Nama Tanggal Keterangan 
1. Tukimin 25 Februari 2019 Pemangkas batu 
2. Juminah 14 April 2019 Warga Desa Sambirejo 
3. Ngadino  14 April 2019 Warga Desa Sambirejo 
4. Paino  20 November 2019 Pemilik lahan tambang 
5. Miyodo 20 November 2019 Pemilik lahan tambang 
6. Sugeng  20 November 2019 Pemilik lahan tambang 
 
  
Data Informan Pertambangan Galian C Desa Tancep Kec. Ngawen 
No. Nama Tanggal Keterangan 
1. Ngadiman 14 April 2019 Warga Desa Tancep 
2. Rubinem 14 April 2019 Warga Desa Tancep 
3. Supardi 21 November 2019 Kepala Desa Tancep 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
FIELD NOTE/ HASIL OBSERVASI 
 
Kode  : 1 
Lokasi  : Pertambangan Batu Putih Desa Candirejo Kecamatan Semin 
Hari/ Tanggal : Rabu, 06 November 2019 
Waktu  : 11.00 – 14.00 WIB 
 
Deskripsi 
 Pada saat saya menuju lokasi pertambangan batu putih Desa Candirejo 
terlihat aktivitas pertambangan di beberapa titik yang tersebar di lokasi area 
  
 
 
pertambangan. Para penambang terlihat dalam melakukan penambangan 
menggunakan alat bantu berupa linggis dan palu untuk memecah batu. Pada saat 
itu tidak ada satupun penambang yang menggunakan alat pengamanan kerja 
seperti pelindung kepala. 
 Di lokasi pertambangan terdapat sebuah alat berat di dekat gundukan batu-
batu kecil sisa tambang. Setelah saya bertanya ke Ketua RW setempat ternyata 
alat berat tersebut berfungsi untuk memindahkan gundukan batu-batu kecil sisa 
tambang untuk meratakan tanah supaya bisa untuk dilewati kembali. 
 Beberapa truk mengangkut hasil tambang batu putih untuk dibawa keluar 
daerah. Di dekat lokasi pertambangan juga terdapat alat-alat  atau mesin besar 
milik pengerajin batu putih. Batu-batu besar hasil tambang dipotong-potong 
menjadi beberapa ukuran. 
 Jalan menuju lokasi pertambangan di musim hujan masih bisa untuk 
dilalui truk pengangkut hasil tambang. Cekungan-cekungan bekas galian tambang 
di musim penghujan yang terisi oleh air hujan membentuk sebuah telaga yang 
berwarna biru, masyarakat biasa menyebutnya telaga biru. Beberapa orang juga 
terlihat sedang asik bersua foto di lokasi tambang dengan backgroud tebing 
tambang dan keindahan telaga biru. 
 
Kode  : 2 
Lokasi  : Pertambangan Rakyat Desa Karangsari Kecamatan Semin 
Hari/ Tanggal : Kamis, 11 April 2019 
Waktu  : 12.00-14.00 WIB 
 
Deskripsi 
 Lokasi pertambangan rakyat Desa Karangsari Kecamatan Semin terletak 
cukup jauh dari Jalan Raya Semin. Jalan menuju pertambangan juga tidak cukup 
luas, untuk simpangan sesama kendaraan bermotor roda empat cukup sulit. Di 
dekat area pertambangan masih terdapat aliran sungai yang cukup jernih dan area 
persawahan cukup luas di dekat pertambangan. 
  
 
 
 Para penambang menggunakan alat bantu manual berupa linggis, palu, dan 
pacul, untuk menggali tambang. Para penambang beberapa sudah lanjut usia dan 
juga seorang perempuan juga bekerja sebagai penambang. Saat hujan mulai turun 
para penambang istirahat tidak melanjutkan kegiatan tambang demi keselamatan 
penambang. Hasil dari tambang ada yang langsung diangkut oleh truk, ada juga 
yang di timbun terlebih dahulu. 
 
 
Kode  : 3 
Lokasi  : Pertambangan bukit batu Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen 
Hari/ Tanggal : Senin, 25 Februari 2019 
Waktu  : 07.00-09.00 WIB 
 
Deskripsi 
 Pertambangan batu di area pemukiman lahan milik Manto Miharjo sudah 
tidak terlihat aktivitas pertambangan. Hanya terdapat seorang pemecah batu yang 
ingin memecahkan batu-batu sisa longsor pada tahun 2017. Terlihat dua alat berat 
dipekarangan Manti Miharjo yang tidak berfungsi. Sisa-sisa peristwa longsoran di 
area tambang juga masih terhilat. 
 Lokasi pertambangan di sebelah timur jalan raya Ngawen masih ada yang 
beroperasi dan ada juga yang sudah tidak beroperasi. Di lokasi tambang yang 
sudah tidak beroperasi tampak jalan menuju tambang becek dan sulit untuk 
dilewati. Di lokasi pertambangan yang masih berjalan dalam proses penambangan 
menggunakan alat berat backhoe dan breaker untuk memecahkan batu besar. Pada 
saat memecahkan batu besar dengan breaker terdengar sangat bising sekali dan 
getaran-getaran saat memecah batu sangat terasa sampai dipemukiman warga. 
 Dilokasi pertambangan juga terdapat rembesan air dari galian tambang 
yang cukup dalam sekitar 2 meter, rembesar air yang cukup jernih tersebut 
muncul dari dinding-dinding bekas tambang.  
 
 
  
 
 
Kode  : 4 
Lokasi  : Pertambangan bukit batu Desa Tancep Kecamatan Ngawen 
Hari/ Tanggal : Minggu, 14 April 2019 
Waktu  : 09.00-10.00 WIB 
 
Deskripsi 
 Pada saat saya melakukan observasi di lokasi pertambangan Desa Tancep 
tidak terlihat tanda-tanda aktivitas pertambangan yang berjalan. Hanya terlihat 
sisa-sisa batu yang masih tertinggal. Jalan menuju lokasi pertambangan juga 
dihalangi tumpukan batu-batu dan kondisi jalannya yang sangat becek dan licin 
sukar untuk dilewati kendaraan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
FOTO LOKASI PENELITIAN 
 
  
 
 
 
Ket : Lokasi pertambangan batu putih di Desa Ngentak, Candirejo, Semin. 
 
Ket : Foto bersama pemilik lahan tambang, Ketua RW Tandansari dan Polisi 
Kehutanan Kab. Gunung Kidul. 
  
 
 
 
Ket : Batu putih hasil tambang di Desa Candirejo. 
 
Ket : Lokasi Telaga Biru. 
 
  
 
 
 
Ket : Alat pemotong batu di lokasi pengerajin batu putih. 
 
Ket : Proses pemotongan batu. 
  
 
 
 
Ket : Lokasi Pertambangan di Desa Jetak, Karangsari, Semin. 
 
Ket : Mandor bersama para penambang di Dusun Jetak. 
  
 
 
 
Ket : Foto bersama para penambang di Dusun Jetak. 
 
Ket : Lokasi pertambangan di Desa Jentir, Sambirejo, Ngawen. 
  
 
 
 
Ket : Breaker yang digunakan untuk menggempur batu besar di Dusun Jentir. 
 
Ket : Lokasi pertambangan di Dusun Jentir yang sudah tidak beroperasi. 
  
 
 
 
Ket : Lokasi ambrolnya batu besar di Pekarangan Manto Miharjo. 
 
Ket : Foto di depan bongkahan batu besar bersama Bapak Tukimin selaku 
pemangkas batu. 
  
 
 
 
Ket : Lokasi pertambangan di Desa Sumberan, Tancep, Ngawen. 
 
Ket : Jalan menuju area pertambangan Dusun Sumberan yang ditutupi batu oleh 
warga sekitar. 
 
  
 
 
LAMPIRAN 7 
SURAT PENGAJUAN IPR 
 
 
 
  
 
 
LAMPIRAN 8 
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
LAMPIRAN 9 
DATA LAPORAN BULANAN 
 
 
 
 
 
